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KATA SAMBUTAN 

Saya merasa sangat senang dan berterima kasih dapat 

berada di hadapan Anda untuk meresmikan buku "Ekonomi 

Sumber Daya dan Ketenagakerjaan" ini. Buku ini adalah hasil 

kerjasama para ahli ekonomi dan pakar sumber daya 

manusia yang berkomitmen untuk menyajikan pandangan 

mendalam mengenai dinamika kompleks di bidang ekonomi 

dan ketenagakerjaan. 

Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan teori dan 

konsep, melainkan juga sebuah panduan praktis yang 

menggali berbagai isu terkini yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya manusia dan dampaknya terhadap 

perekonomian. Melalui riset terkini dan analisis mendalam, 

buku ini bertujuan memberikan wawasan baru serta solusi 

untuk menghadapi tantangan kompleks dalam dunia 

ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Kami berharap, setiap bab dalam buku ini dapat 

menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi pembaca 

dari berbagai kalangan, termasuk para profesional, 

akademisi, dan mahasiswa yang tertarik memahami lebih 

dalam bagaimana sumber daya manusia berperan penting 

dalam pertumbuhan ekonomi. 

Terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah 

memberikan waktunya, pemikirannya, dan penelitiannya 

untuk membuat buku ini menjadi karya yang berharga. Kami 

juga berterima kasih kepada penerbit yang mendukung 

proses penerbitan buku ini. 

Sekali lagi, selamat membaca buku "Ekonomi Sumber 

Daya dan Ketenagakerjaan". Semoga buku ini tidak hanya 

memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menjadi 

landasan untuk tindakan nyata dalam menghadapi 

tantangan dan membangun masa depan ekonomi yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

Terima kasih, 
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KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera untuk para pembaca yang budiman, 

 

Dengan senang hati, saya ingin menyambut Anda 

dalam perjalanan intelektual melalui buku ini yang berjudul 

“Ekonomi Sumber Daya dan Ketenagakerjaan.” Buku ini 

merupakan upaya kolaboratif dari sejumlah pakar dan 

peneliti yang berdedikasi untuk menyajikan wawasan 

mendalam mengenai peran krusial sumber daya manusia 

dalam dinamika ekonomi. 

Dalam setiap halaman, buku ini membahas beragam 

aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, mulai dari konsep 

dasar hingga isu-isu mutakhir yang tengah memengaruhi 

perekonomian global. Penulis-penulisnya berusaha 

memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 

bagaimana sumber daya manusia dan kebijakan 

ketenagakerjaan dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. 

Buku ini bukan hanya sebuah kumpulan teori dan data 

statistik, melainkan sebuah upaya untuk memberikan 

konteks yang bermakna. Saya yakin, pembaca akan 

menemukan inspirasi dan informasi yang bermanfaat dalam 

setiap babnya, baik untuk pemahaman konsep dasar 

ekonomi sumber daya manusia maupun untuk menjawab 

tantangan aktual dalam pengelolaan tenaga kerja. 

Terima kasih kepada semua kontributor yang telah 

menghadirkan pandangan-pandangan segar dan penelitian 

terkini. Semua ini tidak akan mungkin tanpa dedikasi dan 

kerja keras mereka. 

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi 

dan wawasan bagi para pembaca, mahasiswa, akademisi, 

dan praktisi yang tertarik menggali lebih dalam tentang 

hubungan erat antara sumber daya manusia dan 

perkembangan ekonomi. 
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Selamat membaca, semoga buku ini membawa 

manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

kompleksitas ekonomi dan ketenagakerjaan. 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Penulis 
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BAB I PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan 

merupakan pilar kritis yang membentuk fondasi ekonomi 

suatu negara. Di dalam kompleksitas globalisasi dan 

perkembangan teknologi yang cepat, peran sumber daya 

manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, 

tetapi juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya 

saing dan inovasi. Buku ini, berjudul "Ekonomi Sumber Daya 

dan Ketenagakerjaan," berusaha untuk membuka jendela 

luas terhadap kerangka kerja dan dinamika yang membentuk 

keterkaitan erat antara ekonomi, sumber daya manusia, dan 

ketenagakerjaan. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif 

tidak terlepas dari kontribusi yang signifikan dari sumber 

daya manusia. Oleh karena itu, buku ini didesain untuk 

memberikan pemahaman mendalam tentang peran krusial 

pekerja dalam menggerakkan roda perekonomian, mulai dari 

konsep dasar ekonomi sumber daya manusia hingga isu-isu 

kontemporer yang memengaruhi pasar tenaga kerja saat ini. 

Masing-masing bab dalam buku ini membahas berbagai 

aspek penting seperti pendidikan, pelatihan kerja, dinamika 

pasar tenaga kerja, serta tantangan dan peluang yang 

dihadapi oleh pekerja dan perusahaan. Kami berupaya 

menggabungkan teori-teori terkini dengan temuan empiris 

dan studi kasus, menciptakan buku yang tidak hanya relevan 

secara akademis tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam 

dunia nyata. 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Melalui buku ini, diharapkan pembaca, baik mereka 

yang berkecimpung dalam dunia akademis, praktisi, atau 

pembaca umum, dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang bagaimana sumber daya manusia 

menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi. Terima 

kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dengan 

wawasan mereka, semoga buku ini menjadi sumber ilmu 

yang bermanfaat dan membantu membuka perspektif baru 

dalam memahami kompleksitas ekonomi sumber daya dan 

ketenagakerjaan. Selamat menikmati perjalanan baca Anda. 
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BAB II INVESTASI MODAL MANUSIA 

 

 

              DESKRIPSI TOPIK 

 

Investasi modal manusia merujuk pada upaya dan 

sumber daya yang ditanamkan dalam pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu untuk 

meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup berbagai 

bentuk pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan yang 

dirancang untuk meningkatkan potensi manusia sebagai 

aset ekonomi. Investasi modal manusia diperlukan untuk 

membentuk tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan mampu 

menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja yang 

dinamis. 

Investasi modal manusia tidak hanya melibatkan sektor 

pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi, 

tetapi juga mencakup pelatihan kerja, program 

pengembangan keterampilan, serta upaya untuk 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental 

masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemerintah 

sangat penting dalam memastikan investasi modal manusia 

yang optimal. 

Dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, 

investasi modal manusia dianggap sebagai faktor kunci 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 

meningkatkan daya saing nasional, dan mengurangi 

kesenjangan sosial. Peningkatan kualitas dan relevansi 

BAB II 

INVESTASI MODAL MANUSIA 
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pendidikan, pelatihan keterampilan, serta akses layanan 

kesehatan yang merata adalah beberapa elemen krusial 

dalam strategi investasi modal manusia yang efektif. Dengan 

investasi yang tepat dalam manusia, masyarakat dapat 

mencapai potensi penuhnya, membuka peluang untuk 

perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup 

yang berkelanjutan. 

 

     TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

 

Tujuan pembelajaran tentang investasi modal manusia 

mencakup pemahaman mendalam tentang arti penting dan 

dampak investasi tersebut terhadap perkembangan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tujuan 

pembelajaran yang dapat diidentifikasi dalam konteks 

investasi modal manusia meliputi: 

1. Agar mahasiswa dapat memahami pengertian investasi 

modal manusia 

2. Agar mahasiswa dapat memahami manfaat investasi 

modal manusia 

3. Agar mahasiswa dapat memahami jenis-jenis investasi 

modal manusia 

4. Agar mahasiswa dapat memahami factor-faktor yang 

mempengaruhi investasi modal manusia 

5. Agar mahasiswa dapat memahami dampak-dampak 

investasi modal manusia 

6. Agar mahasiswa dapat memahami peluang dan tantangan 

investasi modal manusia 

 

        MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Pengertian investasi modal manusia 

2. Manfaat investasi modal manusia 

3. Jenis-jenis investasi modal manusia 
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4. Factor-faktor yang mempengaruhi investasi modal 

manusia 

5. Dampak-dampak investasi modal manusia 

6. Peluang dan tantangan investasi modal manusia 

 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Investasi Modal Manusia 

 

Investasi modal manusia merujuk pada upaya untuk 

meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan 

sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan. Konsep ini menekankan pentingnya 

menganggap sumber daya manusia sebagai aset yang 

bernilai dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

kemajuan sosial. Investasi modal manusia mencakup 

berbagai bidang seperti pendidikan formal, pelatihan 

pekerja, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. 

Dengan meningkatnya kompetensi dan kualifikasi tenaga 

kerja, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas, 

inovasi, dan daya saing suatu negara. Sebagai contoh, 

peningkatan akses pendidikan tinggi dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pembentukan tenaga kerja 

yang kompeten dan siap bersaing di pasar global (Becker, 

1993). 

Modal manusia didefinisikan oleh Schermerhorn 

sebagai nilai ekonomi masyarakat yang terkait dengan 

keterampilan, pengetahuan, konsep, semangat, dan dedikasi 

mereka (Purba, 2008). Karena setiap sumber daya manusia 

menciptakan sesuatu yang menambah nilai organisasi dari 

waktu ke waktu, organisasi yang mengelola sumber daya 

manusianya dengan tepat dan efektif dapat meningkatkan 

nilai organisasi secara bersamaan. 
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Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

seseorang yang dapat diterapkan pada produksi jasa 

profesional merupakan sumber daya manusianya. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki setiap tenaga kerja 

tercermin dalam sumber daya manusianya. Istilah "human 

capital" mengacu pada kualitas—kompetensi, pengetahuan, 

dan kepribadian—yang terlihat dalam kapasitas individu 

untuk melakukan tugas-tugas yang menghasilkan nilai 

ekonomi. Ini adalah keterampilan yang dipelajari karyawan 

dari pelatihan dan pengalaman. Segala sumber daya yang 

berkontribusi penuh terhadap keberlangsungan organisasi 

termasuk dalam definisi modal manusia. Sumber daya ini 

mencakup reputasi atau citra organisasi selain sumber daya 

berwujud, pengetahuan, dan sumber daya sosial. Sepanjang 

era industri, sumber daya manusia dihargai karena 

kemampuannya mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan melalui stamina dan kekuatan fisik. 

Orang-orang yang bekerja untuk suatu organisasi 

membentuk sumber daya manusianya. Landasan operasi 

bisnis suatu organisasi untuk mencapai tujuannya adalah 

sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kapasitas 

organisasi untuk merencanakan, mengoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya 

manusianya sangat penting bagi keberhasilannya. Ide 

penekanan pada human capital didasarkan pada dua prinsip 

fundamental (GAO, dalam Purba, 2008). 

Investasi dapat meningkatkan nilai sumber daya 

manusia. Investasi memungkinkan optimalisasi nilai 

perusahaan. Meningkatkan nilai SDM dapat membantu 

perusahaan Anda berkinerja lebih baik dan menjadikan Anda 

lebih berharga di mata pemangku kepentingan dan 

konsumen. Kebijakan organisasi harus sejalan dengan visi 

bersama, yang mencakup misi, visi masa depan, nilai-nilai 
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inti, tujuan dan sasaran, strategi, dan harapan baik bagi 

organisasi maupun anggotanya. 

Menurut Stewart (Purba, 2008), tidak ada keraguan 

mengenai nilai ekonomi dari sumber daya manusia. Stewart 

melanjutkan dengan mengatakan bahwa organisasi dapat 

meningkatkan sumber daya manusianya dengan 

memanfaatkan keahlian masyarakat secara lebih baik dan 

dengan meningkatkan jumlah individu yang menyadari 

potensi mereka. 

Tiga konsep penting dalam sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai sumber daya manusia 

2. Cara peningkatan sumber daya manusia 

3. Keuntungan dari pertumbuhan sumber daya manusia 

secara umum 

Menurut Waromi (2006), human capital memiliki 

kompetensi manajerial yang meliputi kemampuan 

mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan visi dan 

rencana perusahaan. Yang lain diperlukan untuk 

melaksanakan rencana perusahaan dan memenuhi visi. 

Investasi pada fasilitas manufaktur, teknologi mutakhir, 

barang baru, jaringan distribusi, dan taktik periklanan dapat 

dilakukan beroperasi secara efektif ketika menerima 

sejumlah sumber daya manusia. 

Aset strategis perusahaan untuk keunggulan kompetitif 

dan kinerja keuangan yang solid adalah sumber daya 

manusianya. Organisasi dapat meningkatkan sumber daya 

manusianya melalui berbagai pendekatan terhadap 

manajemen sumber daya manusia. Perusahaan mempunyai 

tiga pilihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya: 

mereka dapat meningkatkannya secara internal, membelinya 

dari pasar, atau melakukan outsourcing dengan mencuri 

sumber daya manusia dari perusahaan lain. 

Sebagai investasi jangka panjang pada sumber daya 

manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 
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keterampilan, investasi modal manusia (IMM) berupaya 

untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas manusia 

dalam menghasilkan produk dan layanan. Berinvestasi pada 

sumber daya manusia berarti melakukan investasi pada 

tenaga kerja dengan harapan mendapatkan keuntungan di 

kemudian hari. Pengeluaran untuk pendidikan formal dan 

informal, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan 

keterampilan lainnya dapat dimasukkan dalam investasi 

sumber daya manusia. Tujuan investasi pada sumber daya 

manusia adalah untuk meningkatkan pengetahuan, bakat, 

dan kapasitas setiap orang untuk menghasilkan barang dan 

jasa dengan lebih sukses dan ekonomis. 

Berinvestasi pada sumber daya manusia dianggap 

sebagai pendekatan jangka panjang untuk membangun 

sumber daya manusia, yang akan meningkatkan daya saing 

perekonomian dan meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Investasi sumber daya manusia mempunyai dampak positif 

yang besar terhadap masyarakat, dunia usaha, dan 

perekonomian secara keseluruhan. Salah satu elemen 

terpenting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan dalam 

perekonomian modern adalah investasi pada sumber daya 

manusia. Investasi sumber daya manusia yang efektif dapat 

memberikan manfaat bagi suatu negara dalam bentuk 

pendapatan nasional yang lebih tinggi, produktivitas yang 

lebih baik, dan peningkatan kapasitas inovasi. Oleh karena 

itu, upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum 

harus mengutamakan investasi pada sumber daya manusia. 

 

B. Manfaat Investasi Modal Manusia 

 

 Investasi sumber daya manusia mempunyai manfaat 

yang signifikan bagi masyarakat, dunia usaha, dan 

perekonomian secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat 
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diberikan mengenai keuntungan berinvestasi pada sumber 

daya manusia berikut ini: 

 Meningkatkan produktivitas: Produktivitas tenaga kerja 

dapat ditingkatkan dengan melakukan investasi pada 

sumber daya manusia. Pegawai dapat memproduksi 

barang dan jasa dengan lebih efektif dan efisien jika 

keterampilan dan pengetahuannya ditingkatkan. Ini 

mungkin meningkatkan kualitas barang dan jasa dapat 

menghasilkan penjualan yang lebih tinggi bagi perusahaan.  

 Berinvestasi pada sumber daya manusia juga dapat 

meningkatkan kemampuan inovasi karena pekerja yang 

berpengetahuan dan terampil dapat menciptakan barang 

dan jasa yang lebih inventif. Pekerja dengan keterampilan 

inovasi yang kuat juga dapat membantu perusahaan 

mereka dalam menemukan solusi orisinal terhadap 

tantangan.  

 Berinvestasi pada sumber daya manusia juga dapat 

menurunkan biaya operasional karena semakin banyak 

pekerja terampil dapat mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan produktivitas dalam proses produksi dan 

operasional, sehingga dapat menghemat biaya dan 

meningkatkan keuntungan. 

 Meningkatkan daya saing organisasi: Investasi pada 

sumber daya manusia dapat menjadikan perusahaan lebih 

kompetitif. Pelaku usaha dapat bersaing dengan pelaku 

usaha lain yang sejenis dengan memberikan produk dan 

jasa yang unggul apabila mempunyai tenaga kerja yang 

lebih terampil. 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Investasi pada 

sumber daya manusia dapat membantu masyarakat 

berkembang. Mereka dapat meningkatkan pendapatannya 

dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan 

tenaga kerjanya. Kesejahteraan masyarakat secara umum 

dapat ditingkatkan dengan hal ini. 
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 Mendorong pertumbuhan ekonomi: Investasi pada sumber 

daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Bisnis dapat menjadi lebih produktif dan kompetitif dengan 

memiliki tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang 

lebih tinggi. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara. 

 Mengurangi kesenjangan sosial: Salah satu cara untuk 

melakukan hal ini adalah dengan melakukan investasi 

pada sumber daya manusia. Setiap orang akan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilannya jika pendidikan dan pelatihan 

tersedia untuk semua lapisan masyarakat. 

 Mengingat keunggulan-keunggulan ini, penting bagi dunia 

usaha dan pemerintah untuk mempertimbangkan dan 

mengadopsi strategi investasi sumber daya manusia. 

 

C. Jenis-Jenis Investasi Modal Manusia 

 

Berikut adalah jenis-jenis investasi modal manusia: 

a. Pendidikan Formal: Pengeluaran yang terkait dengan 

pendanaan pendidikan dasar, menengah, dan pasca 

sekolah menengah termasuk dalam kategori investasi ini. 

Tujuan membiayai pendidikan formal adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dasar yang 

dibutuhkan untuk memulai karir. 

b. Pelatihan dan Pengembangan: Pengeluaran untuk 

investasi semacam ini mencakup pengajaran 

keterampilan baru yang dibutuhkan staf untuk pekerjaan 

mereka atau pemberian pelatihan khusus kepada 

anggota staf. Pelatihan teknis atau non-teknis, seperti 

pengajaran TI, manajemen waktu, atau komunikasi, 

dapat diberikan. 

c. Sertifikasi: Biaya perolehan sertifikat yang berkaitan 

dengan pekerjaan tertentu termasuk dalam jenis 

investasi ini. Kredibilitas dan keterampilan seseorang 
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dalam profesi tertentu, seperti keuangan atau 

kedokteran, dapat ditingkatkan dengan sertifikasi ini. 

d. Program Magang: Dalam investasi semacam ini, uang 

dibayarkan untuk memberikan mahasiswa atau lulusan 

baru yang mencari pengalaman kerja. Selain memberikan 

mahasiswa dan lulusan baru akses terhadap pelatihan 

dan pengalaman kerja yang sangat berharga, program 

magang dapat membantu pemberi kerja menemukan 

karyawan baru. 

e. Pengembangan Karir: Investasi semacam ini mencakup 

uang yang dibelanjakan untuk membantu anggota staf 

memajukan karier mereka. Untuk membantu anggota 

staf dalam mencapai tujuan profesional mereka, 

dukungan ini dapat berupa program rotasi kerja, 

konseling karir, atau bimbingan. 

f. Kesehatan dan Kesejahteraan: Biaya dikeluarkan untuk 

menjamin kesehatan dan kesejahteraan anggota staf 

dalam jenis investasi ini. Pengeluaran ini dapat berupa 

asuransi kesehatan, inisiatif kesejahteraan, atau inisiatif 

lain yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

karyawan. 

g. Riset dan Inovasi: Kategori investasi ini mencakup uang 

yang dibelanjakan untuk penciptaan barang dan jasa 

baru yang akan meningkatkan produktivitas atau 

kemanjuran proses manufaktur atau pemberian layanan. 

 

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Modal 

Manusia 

 

Berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, keterampilan, 

dan pengetahuan seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan dan produktivitasnya di tempat kerja dikenal 

sebagai investasi sumber daya manusia. Berinvestasi dalam 

sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 
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Persyaratan tenaga kerja: Investasi pada sumber daya 

manusia dapat dipengaruhi oleh permintaan akan 

pengetahuan dan keterampilan tertentu. Masyarakat 

mungkin akan lebih cenderung mendaftar ke kelas-kelas 

atau mendapatkan sertifikasi untuk memenuhi tuntutan 

pasar kerja jika diperlukan lebih banyak kemampuan 

teknologi informasi. 

Kebutuhan organisasi: Dunia usaha dapat memberikan 

dampak pada investasi sumber daya manusia dengan 

memberikan pelatihan dan pengembangan staf untuk 

meningkatkan keterampilan dan meningkatkan hasil di 

tempat kerja. Dorongan pribadi: Dorongan individu untuk 

meningkatkan keterampilan dan efisiensinya juga dapat 

berdampak pada alokasi sumber daya manusia. Seorang 

karyawan dapat memutuskan untuk mendaftar di kelas atau 

pelatihan jika dia ingin mengembangkan posisinya atau 

memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Sumber 

Daya: Waktu dan sumber daya keuangan adalah dua faktor 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi 

pada sumber daya manusia. Individu yang mempunyai 

sarana dan waktu untuk mengikuti kelas atau program 

pelatihan mungkin lebih besar kemungkinannya untuk 

melakukan investasi pada pendidikan dan pelatihan. 

Kebijakan pemerintah: Investasi sumber daya manusia 

juga dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah mengenai 

pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat mendorong 

masyarakat untuk berinvestasi dalam pendidikan dan 

pelatihan dengan menawarkan insentif seperti pemotongan 

pajak atau beasiswa. Investasi modal manusia juga dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, yang mencakup hal-

hal seperti standar fasilitas pelatihan, perguruan tinggi, dan 

sekolah. Lingkungan belajar yang berkualitas tinggi dapat 

mendorong orang mengeluarkan uang untuk pelatihan dan 

pendidikan. Tingkat pengangguran: Tingkat pengangguran 

mungkin berdampak pada investasi pada sumber daya 
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manusia. Masyarakat mungkin lebih cenderung 

mengeluarkan uang untuk pendidikan dan pelatihan guna 

memajukan karir mereka dan memperluas kesempatan kerja 

jika tingkat pengangguran tinggi. 

Tingkat gaji: Tingkat gaji juga berdampak pada investasi 

pada sumber daya manusia. Masyarakat mungkin akan lebih 

cenderung mengeluarkan uang untuk pendidikan dan 

pelatihan guna memajukan karir mereka dan meningkatkan 

tingkat pendapatan jika upahnya tinggi. 

Teknologi: Investasi pada sumber daya manusia dapat 

dipengaruhi oleh perubahan permintaan pasar dan 

kemajuan teknologi. Untuk memperoleh keterampilan baru 

yang diperlukan dalam perekonomian berkembang, 

masyarakat dapat memilih untuk berinvestasi dalam 

pendidikan dan pelatihan mereka. 

 

E. Dampak-Dampak Investasi Modal Manusia 

 

Banyak dampak investasi pada sumber daya manusia 

yang dirasakan oleh masyarakat luas maupun individu. 

Beberapa dampak investasi pada sumber daya manusia 

antara lain sebagai berikut: 

 Meningkatkan output dan kualitas kerja. Meningkatkan 

investasi sumber daya manusia memungkinkan orang 

untuk meningkatkan kredensial dan kemampuan mereka 

di tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan hasil dan 

meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga akan 

menghasilkan hasil yang lebih baik. 

 Meningkatkan Kesejahteraan dan Pendapatan . nvestasi 

pada sumber daya manusia juga dapat meningkatkan 

pendapatan individu, terutama dalam hal meningkatkan 

kredensial dan kemampuan. Dalam jangka panjang, hal 

ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan 

individu. 
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 Menurunkan Tingkat Pengangguran. Masyarakat dapat 

meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan 

pekerjaan dengan mengasah kredensial dan keahlian 

mereka. Hal ini dapat membantu menurunkan tingkat 

pengangguran di masyarakat. 

 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. Investasi pada 

sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Orang 

yang memiliki kredibilitas dan kemampuan yang kuat 

akan lebih mudah menambah lapangan kerja baru dan 

meningkatkan perekonomian. 

 Meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup. 

Investasi pada sumber daya manusia juga dapat 

meningkatkan kesehatan dan standar hidup seseorang. 

Masyarakat akan berada dalam posisi yang lebih baik 

untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik 

dan menjalani kehidupan yang lebih sehat jika mereka 

mencurahkan waktu dan sumber daya untuk 

meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka. 

 Meningkatkan orisinalitas dan daya cipta. Masyarakat 

akan semakin inovatif dan kreatif jika ada peningkatan 

investasi pada sumber daya manusia. Hal ini dapat 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan 

penemuan dan kompetisi, yang akan bermanfaat bagi 

kemajuan sosial dan ekonomi di masa depan. 

Berinvestasi pada sumber daya manusia dapat 

memberikan dampak langsung dan jangka panjang, 

bergantung pada elemen yang ada dan kondisi sosio-

ekonomi masyarakat. 

 

F. Peluang dan Tantangan Investasi Modal Manusia 

 

Ketika berinvestasi pada sumber daya manusia, ada 

peluang dan tantangan yang harus diperhitungkan. Beberapa 
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kesulitan dan kemungkinan yang terkait dengan investasi 

pada sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

Masalah: 

 Harga tinggi, pengeluaran yang signifikan untuk 

pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan 

terkait dengan investasi sumber daya manusia. Menjadi 

sulit bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyisihkan 

cukup uang untuk investasi pada sumber daya manusia. 

 Kesempatan dan akses yang tidak memadai, tidak semua 

orang memiliki sarana atau akses terhadap pelatihan dan 

pendidikan berkualitas tinggi. Kesempatan yang sama 

untuk terlibat dalam sumber daya manusia sulit didapat, 

terutama bagi mereka yang miskin, kurang 

berpendidikan, atau tinggal di daerah terpencil. 

 Daya saing global dan perkembangan teknologi, jenis 

kemampuan yang dibutuhkan dalam angkatan kerja saat 

ini mungkin dipengaruhi oleh daya saing global dan 

kemajuan teknologi. Dalam pasar kerja yang semakin 

kompetitif, mereka yang tidak mampu mengikuti 

kemajuan teknologi atau tidak memiliki keterampilan 

yang diperlukan mungkin akan kesulitan untuk bersaing. 

 Permasalahan mutu pendidikan, standar pengajaran dan 

pelatihan yang ditawarkan terkadang tidak memenuhi 

apa yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Hal ini dapat 

mengakibatkan ketidaksesuaian antara kredensial dan 

keahlian seseorang dengan apa yang dibutuhkan pasar 

kerja. 

 Peluang:, kredensial dan kemampuan lebih tinggi. 

Berinvestasi pada sumber daya manusia dapat 

membantu masyarakat menjadi lebih berkualitas dan 

terampil, sehingga akan meningkatkan peluang mereka 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan 

bergaji lebih tinggi. 
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G. Studi Kasus : Investasi Modal Manusia Di Indonesia 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia 

meningkatkan investasi sumber daya manusia. Contoh studi 

kasus investasi sumber daya manusia di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan Meningkatkan standar pendidikan merupakan 

langkah pertama dalam investasi sumber daya manusia di 

Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan 

sejumlah inisiatif untuk meningkatkan standar dan 

aksesibilitas pendidikan. Inisiatif ini mencakup program 

peningkatan kualitas guru, dukungan terhadap sekolah 

yang letaknya jauh, dan pemberian beasiswa bagi siswa 

kurang mampu. 

b. Pelatihan Pemerintah Indonesia menekankan pada 

pengembangan keterampilan tenaga kerja selain 

pendidikan formal. Sebuah program yang disebut 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) diperkenalkan oleh 

pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan 

daya saing dan tingkat keterampilan pekerja. Melalui 

program ini, dunia usaha dan industri melatih 

karyawannya. 

c. Kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat juga 

merupakan salah satu cara investasi sumber daya 

manusia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 

inisiatif untuk meningkatkan standar rumah sakit dan 

pusat kesehatan hanyalah dua contoh upaya yang 

dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

akses terhadap pelayanan kesehatan. dan kualitas 

layanan kesehatan. 

d. Standar Hidup yang Lebih Tinggi, pemerintah Indonesia 

juga melakukan investasi pada sumber daya manusia 

dengan meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Investasi sumber daya manusia diarahkan pada proyek-
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proyek seperti pembangunan infrastruktur, perluasan 

akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih, serta 

peningkatan kualitas lingkungan. 

Peningkatan daya saing ekonomi, sumber daya 

manusia yang lebih berkualitas, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari investasi 

sumber daya manusia di Indonesia. Berinvestasi pada 

sumber daya manusia juga memberikan peluang bagi 

individu untuk memperoleh pekerjaan dengan kualitas lebih 

baik dan memberikan peluang bagi pemberi kerja untuk 

mempekerjakan karyawan yang berkualitas. Namun 

demikian, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum 

Indonesia dapat berinvestasi pada sumber daya manusia, 

termasuk permasalahan kualitas pendidikan, persaingan 

global, kemajuan teknologi, dan terbatasnya akses terhadap 

pelatihan dan pendidikan. Oleh karena itu, agar investasi 

sumber daya manusia di Indonesia dapat berjalan lancar, 

perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. 

 

                  RANGKUMAN 

 

Berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan 

keterampilan seseorang untuk meningkatkan produktivitas 

dan bakatnya di tempat kerja dikenal sebagai investasi 

sumber daya manusia. Kebutuhan pasar tenaga kerja, 

kebutuhan organisasi, motivasi individu, ketersediaan 

sumber daya, kebijakan pemerintah, lingkungan pendidikan, 

tingkat gaji, tingkat pengangguran, teknologi, dan budaya 

merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi investasi 

modal manusia. 

Investasi pada sumber daya manusia sangat penting 

bagi keberhasilan individu dan organisasi dalam kerangka 

pertumbuhan ekonomi global saat ini, seiring dengan 

semakin rumit dan kompetitifnya pasar tenaga kerja. 
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Berinvestasi pada sumber daya manusia dapat membantu 

orang mengembangkan kemampuan baru, mempelajari 

informasi baru, dan menjadi lebih produktif di tempat kerja. 

Organisasi juga dapat memperoleh manfaat dari peningkatan 

kinerja dan keunggulan kompetitif. Melalui insentif dan 

dukungan keuangan seperti beasiswa dan pelatihan, 

kebijakan pemerintah bisa cukup efektif dalam mendorong 

investasi pada sumber daya manusia. Lingkungan 

pembelajaran berkualitas tinggi, seperti yang terdapat di 

universitas, perguruan tinggi, dan fasilitas pelatihan, juga 

dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan.  

Investasi pada sumber daya manusia dapat 

mendukung dunia usaha dan individu dalam meningkatkan 

kapasitas dan hasil kerja mereka. Meskipun terdapat banyak 

variabel yang mempengaruhi investasi sumber daya 

manusia, peraturan pemerintah yang mendukung, peluang 

pendidikan yang baik, dan tingkat pendapatan yang tinggi 

dapat memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan uang 

untuk pendidikan dan pelatihan. Berinvestasi pada sumber 

daya manusia sangat penting untuk berhasil dalam pasar 

tenaga kerja yang kompetitif dan semakin kompleks saat ini.  

 

                      LATIHAN 

 

Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu 

dalam memahami dan menggali lebih dalam konsep 

investasi modal manusia. Berikut adalah beberapa 

pertanyaan yang dapat menjadi soal tentang investasi modal 

manusia: 

1. Apa yang dimaksud dengan investasi modal manusia, dan 

mengapa hal ini dianggap penting untuk pembangunan 

ekonomi suatu negara? 

2. Jelaskan perbedaan antara investasi modal manusia dan 

investasi modal finansial. Berikan contoh konkret untuk 

masing-masing jenis investasi. 
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3. Bagaimana pendidikan formal dan pelatihan kerja dapat 

dianggap sebagai bentuk investasi modal manusia? 

Berikan contoh bagaimana peningkatan kualifikasi 

pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. 

4. Mengapa kesehatan dianggap sebagai bagian dari 

investasi modal manusia? Jelaskan bagaimana kondisi 

kesehatan yang baik dapat berdampak positif pada 

produktivitas dan perkembangan ekonomi. 

5. Sebutkan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan investasi modal 

manusia di suatu negara. 

6. Bagaimana perubahan teknologi dapat memengaruhi 

kebutuhan investasi modal manusia? Berikan contoh 

bagaimana perkembangan teknologi dapat memerlukan 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga 

kerja. 

7. Apa peran sektor swasta dalam mendukung investasi 

modal manusia? Berikan contoh program atau inisiatif 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

8. Jelaskan dampak investasi modal manusia terhadap 

tingkat pengangguran di suatu negara. 
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                  GLOSARIUM 

 

Berikut adalah beberapa istilah yang mungkin relevan dalam 

konteks investasi modal manusia: 

1. Investasi Modal Manusia: Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan 

pengetahuan sumber daya manusia melalui pendidikan, 

pelatihan, dan pengembangan. 

2. Pendidikan Formal: Proses pembelajaran yang terstruktur 

dan sistematis, umumnya melibatkan lembaga-lembaga 

pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. 

3. Pelatihan Kerja: Program atau kegiatan yang dirancang 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

pekerja di tempat kerja atau melalui lembaga pelatihan 

khusus. 

4. Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan: Upaya untuk 

memastikan kondisi kesehatan yang baik dan 

kesejahteraan psikologis karyawan, termasuk program-

program kesehatan dan manajemen stres. 

5. Peningkatan Keterampilan: Proses pengembangan atau 

penguatan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan lebih 

efektif. 

6. Pengembangan Karir:** Upaya untuk membantu 

karyawan mengembangkan keterampilan dan 

kompetensi mereka sepanjang karir mereka, termasuk 

peluang untuk promosi dan pertumbuhan profesional. 

7. Human Capital:** Nilai ekonomi dari pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia 

yang dapat memberikan kontribusi pada produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi. 

8. Pengukuran Return on Investment (ROI) dalam 

Pendidikan:** Pendekatan untuk menilai efektivitas 

investasi dalam pendidikan atau pelatihan dengan 
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mengukur hasil yang diperoleh dibandingkan dengan 

biaya yang dikeluarkan. 

9. Pendidikan Non-Formal:** Pembelajaran yang tidak 

terstruktur dan tidak selalu terkait dengan lembaga 

pendidikan formal, sering kali terjadi di luar lingkungan 

sekolah. 

10. Kualitas Hidup Pekerja:** Aspek-aspek yang mencakup 

kepuasan, keseimbangan kehidupan kerja, dan kondisi 

kerja yang memengaruhi kesejahteraan dan motivasi 

karyawan. 
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BAB III PERMINTAAN TENAGA KERJA 

 

 

               DESKRIPSI TOPIK 

 

Permintaan tenaga kerja mencerminkan kebutuhan dinamis 

dan kompleks perusahaan atau industri terhadap sumber 

daya manusia untuk menjalankan berbagai operasi dan 

aktivitas bisnis. Faktor-faktor yang membentuk permintaan 

tenaga kerja mencakup pertumbuhan ekonomi, investasi 

perusahaan, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam 

struktur industri. Perusahaan yang berkembang atau 

mengalami transformasi seringkali membutuhkan lebih 

banyak pekerja dengan keterampilan yang relevan, 

sementara perubahan dalam teknologi dapat mengubah 

jenis keterampilan yang dicari. Demografi, kebijakan 

pemerintah, dan keterkaitan dengan pasar global juga 

memainkan peran penting dalam membentuk permintaan 

tenaga kerja. Dengan memahami dinamika permintaan 

tenaga kerja, pemangku kepentingan dapat merencanakan 

kebijakan pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan yang 

sesuai, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang 

kompeten dan responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga 

kerja yang terus berubah. 

 

Berikut adalah tujuan dari kegiatan belajar yaitu agar 

mahasiswa dapat: 

1. Memahami Pengertian Permintaan Tenaga Kerja  

BAB III 
PERMINTAAN TENAGA KERJA 
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2. Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Permintaan Tenaga Kerja 

3. Mengidentifikasi Pola Permintaan Tenaga Kerja 

4. Menghubungkan Permintaan Tenaga Kerja dengan 

Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 

5. Memahami Dampak Globalisasi Terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja 

 

        MATERI PEMBELAJARAN 

 

Berikut adalah materi pembelajaran: 

1. Pengertian Permintaan Tenaga Kerja  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Tenaga Kerja 

3. Pola Permintaan Tenaga Kerja 

4. Permintaan Tenaga Kerja dengan Kebutuhan 

Pendidikan dan Pelatihan 

5. Dampak Globalisasi Terhadap Permintaan Tenaga 

Kerja 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Permintaan Tenaga Kerja 

 

Konsep dasar permintaan tenaga kerja merujuk pada 

dinamika kompleks di balik kebutuhan dan kapasitas 

perusahaan atau organisasi untuk mempekerjakan sejumlah 

karyawan guna menjalankan berbagai aktivitas dan tugas 

yang diperlukan. Faktor-faktor kunci yang membentuk 

konsep ini melibatkan pertumbuhan ekonomi, dimana dalam 

kondisi pertumbuhan, perusahaan cenderung membutuhkan 

lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang 

meningkat akan barang dan jasa. Investasi dan aktivitas 

produksi juga memainkan peran penting, dimana rencana 
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investasi besar atau peningkatan kapasitas produksi dapat 

mengindikasikan kebutuhan untuk merekrut lebih banyak 

pekerja. Perubahan teknologi dan inovasi dapat 

memengaruhi jenis keterampilan yang diperlukan, 

sedangkan faktor demografis seperti pertumbuhan populasi 

juga berkontribusi pada dinamika permintaan tenaga kerja. 

Kebijakan pemerintah, perubahan struktural dalam ekonomi, 

dan keterkaitan pasar tenaga kerja secara global juga 

menjadi elemen-elemen yang memengaruhi cara 

perusahaan merespons kebutuhan tenaga kerja. Dengan 

pemahaman mendalam terhadap konsep dasar ini, 

stakeholders dapat lebih efektif mengelola dan merespons 

perubahan dalam permintaan tenaga kerja. 

Permintaan tenaga kerja merujuk pada jumlah 

pekerjaan atau posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau 

organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini 

mencakup kebutuhan akan keterampilan, pengalaman, dan 

pengetahuan tertentu yang sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan yang ditawarkan. Permintaan tenaga kerja sangat 

terkait dengan kondisi ekonomi, perkembangan industri, dan 

perubahan teknologi yang dapat memengaruhi struktur pasar 

tenaga kerja. Dalam suatu negara atau daerah, permintaan 

tenaga kerja dapat tercermin dalam jumlah lowongan 

pekerjaan yang terbuka di berbagai sektor ekonomi. Analisis 

permintaan tenaga kerja sangat penting untuk 

merencanakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja, serta untuk memahami 

dinamika ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Menurut Chiang dan Tripathi (1996), "Permintaan 

tenaga kerja menjadi indikator penting dalam mengukur 

kesehatan ekonomi suatu negara. Analisis yang cermat 

terhadap tren permintaan tenaga kerja dapat memberikan 

wawasan yang berharga terkait dengan perkembangan 

industri, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar tenaga 

kerja. Dalam mengelola sumber daya manusia, perusahaan 
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perlu memahami perubahan dalam permintaan tenaga kerja 

untuk dapat merencanakan kebutuhan SDM yang optimal." 

Semua orang perseorangan yang dipekerjakan oleh 

suatu korporasi atau badan usaha yang mempunyai peranan 

penting dalam proses produksi dianggap sebagai pekerja 

(BPS). Tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang 

bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat sebagai 

penggerak perekonomian suatu bangsa dalam undang-

undang nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan. Pekerja dikategorikan ke dalam kelompok 

pekerja manual, terampil, dan terdidik berdasarkan 

pendidikan dan tingkat keterampilannya. buruh yang 

berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian di 

bidang tertentu dianggap sebagai buruh tidak terampil. 

Pekerja dengan pendidikan menengah melalui pelatihan dan 

pengalaman dianggap pekerja terampil. Sebaliknya, tenaga 

kerja yang memiliki pendidikan lanjutan dan pengetahuan 

materi pelajaran dikatakan terdidik. 

Jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu bisnis 

pada tingkat gaji tertentu dikenal sebagai permintaan tenaga 

kerja. Banyak faktor, termasuk berikut ini, yang 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja: 

1. Variasi skala gaji 

2. Perubahan tingkat upah akan berdampak pada tingkat 

biaya produksi.bisnis. 

3. Keinginan pasar terhadap hasil keluaran Jika terjadi 

peningkatan permintaan produk perusahaan, Produsen 

biasanya meningkatkan produksinya untuk 

meningkatkan produksinya. Produsen akan 

mempekerjakan lebih banyak pekerja. 

4. Harga Barang Modal, harga jual per unit barang tentu saja 

akan turun jika harga pokok barang modal turun, begitu 

pula dengan biaya produksi. Dalam keadaan seperti ini, 

produsen biasanya meningkatkan produksinya. barang 
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karena meningkatnya permintaan. Permintaan energi 

pekerjaan akan lebih banyak karena aktivitas industri 

lebih banyak. 

Penyerapan tenaga kerja adalah volume atau jumlah 

yang dimanfaatkan pemasok bisnis atau perusahaan. Jumlah 

penduduk yang terserap tersebar di berbagai wilayah. 

Industri yang terlibat dalam produksi barang dan jasa skala 

besar. Faktor-faktor berikut mempengaruhi kapasitas sektor 

korporasi dalam menyerap tenaga kerja: laju pertumbuhan 

masing-masing sektor dan pergeseran sektor-sektor yang 

menyerap tenaga kerja pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan nasional. 

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja. Tingkat inflasi, pengangguran, 

suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi merupakan contoh 

pengaruh eksternal. Sedangkan tingkat upah, produktivitas 

tenaga kerja, belanja modal, dan belanja tenaga kerja non-

upah menjadi penyebab faktor internal. Sebagai bagian dari 

prospek lapangan kerja, pemanfaatan tenaga kerja dapat 

terwujud jika terdapat permintaan tenaga kerja di pasar 

tenaga kerja. Membicarakan prospek kerja tidak hanya 

mencakup kuantitas dan aksesibilitas investasi; hal ini juga 

mencakup jumlah posisi yang dapat menawarkan pekerja 

upah layak atau gaji lain yang dapat diterima. 

 

Teori Adam Smith 

Menurut argumen ini, tingginya tingkat pengangguran 

dan penurunan jumlah pekerja yang diminta bertepatan 

dengan kenaikan upah minimum. Jika yang terjadi 

sebaliknya, upah akan turun. Hal ini menunjukkan 

bagaimana pengalaman dan jam kerja berhubungan dengan 

gaji yang akan dibayarkan. Karyawan dengan peran seperti 

ini akan berusaha bekerja lebih banyak untuk mendapatkan 

bayaran lebih banyak. Jika Anda meninggalkan pekerjaan 

bergaji tinggi yang sudah Anda miliki, Anda akan memiliki 



 

28 | Arniati 

banyak waktu luang. Menurut Smith (2003), biaya akan turun 

seiring dengan peningkatan volume produksi. Misalnya, 

kapasitas produksi juga menurun seiring dengan 

bertambahnya usia produksi. Jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk memperbaiki barang yang rusak akan berkurang. 

 Upah Minimum 

 Sejarah Upah Minimum 

Dalam Kebijakan Upah Minimum yang terdapat dalam 

website resmi International Labour Organizatio (ILO) sejak 

lebih dari 40 tahun upah minimum berlaku di Indonesia telah 

3 kali mengalami pergantian standar kebutuhan hidup 

sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen iu 

meliputi: Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) mulai 1969-1995, 

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) berlaku 1996-2005 dan 

kemudian berubah jadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

berlaku sejal 2006- sekarang). Pada komponen Kebutuhan 

Hidup Minimum (KHM) diselaraskan dengan munculnya 

ketentuan upah minimum dalam Peraturan Menteri tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 1997 tentang Upah 

Minimum Regional.  

Kemudian diubah dalam Peraturan Menteri tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1999 tetang upah 

minimum. Dalam peraturan ini, upah minimum merupakan 

upah bulanan terendah yang terdiri dari upah minimum 

regional Tingkat I/ Provinsi dan Tingkat II/kabupaten dan 

kota. Juga Upah Minimum Sektor Regional tingkat I/ provinsi 

dan Upah Minimum Sektor Regional II/kabupaten dan kota. 

Pada komponen Kebutuhan Hidup layak (KHL) didasarkan 

pada seorang lajang atau belum menikah. Diatur dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 17 

tahun 2005 tentang Komponen dan Penahapan Kebutuhan 

Hidup Layak. Kemudian diubah dalam Peraturan Menteri 

Tenaga  

Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang 

Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 
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Kebutuhan Hidup Layak. Dalam aturan ini dirincikan 7 

kelompok kehutuhan dan awalnya 46 komponen ditambah 

menjadi 60 komponen dirinci: 

1. Makanan dan minuman yang terdiri dari 11 komponen. 

2. Sandang terdiri dari 13 komponen 

3. Perumahan yang terdiri dari 26 komponen 

4. Pendidikan terdiri dari 2 komponen 

5. Kesehatan yang terdiri dari 5 komponen 

6. Transportasi yang terdiri dari 1 komponen  

7. Rekreasi dan tabungan terdiri 2 komponen. 

 

 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga 

Kerja 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja melibatkan sejumlah variabel ekonomi dan struktural 

yang dapat memberikan dampak pada keputusan 

perusahaan atau organisasi dalam merekrut atau 

mengurangkan jumlah karyawan. Beberapa faktor kunci yang 

memainkan peran penting dalam membentuk permintaan 

tenaga kerja meliputi: 

1. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang kuat 

cenderung meningkatkan permintaan akan barang dan 

jasa, mendorong perusahaan untuk mempekerjakan 

lebih banyak pekerja guna memenuhi kebutuhan 

produksi dan layanan yang meningkat. 

2. Investasi dan Aktivitas Produks: Tingkat investasi 

perusahaan dan aktivitas produksi yang meningkat dapat 

mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja. 

Perusahaan yang merencanakan ekspansi atau 

modernisasi seringkali membutuhkan lebih banyak 

pekerja. 

3. Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi dan 

inovasi dapat secara signifikan memengaruhi permintaan 
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tenaga kerja. Meskipun inovasi dapat meningkatkan 

efisiensi, teknologi baru seringkali memerlukan 

keterampilan yang berbeda dan dapat mengurangi 

permintaan untuk pekerja dengan keterampilan tertentu. 

4. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, seperti 

kebijakan fiskal dan moneter, serta regulasi 

ketenagakerjaan, dapat memengaruhi keputusan 

perusahaan dalam merekrut atau mengurangi tenaga 

kerja. Insentif fiskal atau perubahan dalam peraturan 

ketenagakerjaan dapat mempengaruhi biaya tenaga 

kerja. 

5. Perubahan Struktural dalam Ekonomi: Perubahan 

struktural, seperti pergeseran dari sektor pertanian ke 

sektor industri atau jasa, dapat mempengaruhi jenis 

pekerjaan yang dibutuhkan dan, akibatnya, memengaruhi 

permintaan tenaga kerja. 

6. Perubahan Demografis: Faktor-faktor demografis, 

termasuk pertumbuhan populasi dan perubahan dalam 

komposisi demografis, dapat mempengaruhi permintaan 

tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk dapat 

meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, dan 

oleh karena itu, tenaga kerja. 

7. Kondisi Pasar Global: Keterkaitan ekonomi global juga 

memainkan peran dalam permintaan tenaga kerja. 

Perusahaan dapat mencari tenaga kerja dengan 

keterampilan khusus di pasar global jika mereka tidak 

dapat menemukannya secara lokal. 

8. Harga Faktor Produksi Lainnya: Harga faktor produksi 

lainnya, seperti harga modal atau energi, juga dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan 

penggunaan tenaga kerja. Misalnya, jika biaya modal 

meningkat, perusahaan mungkin lebih cenderung 

menggunakan lebih banyak tenaga kerja. 

Pemahaman terhadap faktor-faktor ini memungkinkan 

perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan 
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lainnya untuk merencanakan kebijakan ekonomi dan 

ketenagakerjaan yang lebih efektif sesuai dengan dinamika 

pasar. 

 

C. Pola Permintaan Tenaga Kerja 

 

Pola permintaan tenaga kerja mencerminkan 

kebutuhan dinamis perusahaan dan industri terhadap 

sumber daya manusia untuk menjalankan operasi mereka. 

Pola ini terus berubah seiring dengan perkembangan 

ekonomi, teknologi, dan perubahan dalam preferensi 

konsumen. Misalnya, dalam era digitalisasi dan transformasi 

teknologi, terlihat adanya peningkatan permintaan untuk 

tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi tinggi, 

seperti ahli IT atau data scientist. Sebaliknya, beberapa 

sektor tradisional mungkin mengalami penurunan 

permintaan karena otomatisasi atau pergeseran dalam 

struktur ekonomi.  

Pola permintaan juga dipengaruhi oleh tren industri, di 

mana sektor-sektor seperti energi terbarukan dan teknologi 

hijau dapat menciptakan permintaan baru untuk pekerja 

dengan keterampilan khusus dalam keberlanjutan. Faktor-

faktor demografis, seperti penuaan populasi, juga dapat 

membentuk pola permintaan tenaga kerja dengan 

menciptakan kebutuhan khusus dalam sektor layanan 

kesehatan atau perawatan lanjut usia. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam tentang pola permintaan 

tenaga kerja menjadi kunci dalam merancang kebijakan 

pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang 

responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus 

berubah. 

D. Menghubungkan Permintaan Tenaga Kerja dengan 

Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 

Hubungan antara permintaan tenaga kerja dan 

kebutuhan pendidikan serta pelatihan sangat erat terkait, 
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menciptakan dinamika yang memerlukan penyesuaian yang 

terus-menerus. Permintaan tenaga kerja yang berkembang 

dalam sektor ekonomi tertentu menciptakan kebutuhan akan 

karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan 

spesifik. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi 

kunci dalam memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja. Institusi 

pendidikan dan lembaga pelatihan perlu secara proaktif 

merespons perubahan dalam permintaan tenaga kerja 

dengan mengembangkan program-program yang relevan 

dengan kebutuhan pasar. Misalnya, sektor teknologi yang 

berkembang pesat dapat menuntut keterampilan 

pemrograman atau analisis data, sehingga program 

pendidikan dan pelatihan harus fokus pada pengembangan 

keterampilan tersebut.  

Kolaborasi yang erat antara dunia industri dan lembaga 

pendidikan juga menjadi esensial untuk memastikan bahwa 

kurikulum dan program pelatihan mencerminkan kebutuhan 

aktual pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya juga berperan dalam menciptakan 

kebijakan yang mendukung akses lebih mudah ke 

pendidikan dan pelatihan, memastikan kesesuaian antara 

ketersediaan sumber daya manusia dan kebutuhan ekonomi. 

Dengan cara ini, hubungan antara permintaan tenaga kerja, 

kebutuhan pendidikan, dan pelatihan menjadi landasan 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualifikasi dan 

relevan dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. 

 

E. Dampak Globalisasi Terhadap Permintaan Tenaga Kerja 

 

Dampak globalisasi terhadap permintaan tenaga kerja 

menciptakan suatu realitas di mana pasar tenaga kerja tidak 

lagi terbatas oleh batas-batas geografis. Globalisasi 

membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan 

beroperasi dan merespons kebutuhan bisnis mereka. 

Pertama, globalisasi memicu pergeseran dalam jenis 



 

 Ekonomi Sumber Daya dan Ketenagakerjaan |33 

pekerjaan yang dicari oleh perusahaan, dengan 

meningkatnya permintaan untuk keterampilan yang bersifat 

internasional, seperti kemampuan berbahasa asing, 

keterampilan multikultural, dan keahlian dalam manajemen 

lintas batas. Kedua, proses globalisasi memungkinkan 

perusahaan untuk mencari tenaga kerja dengan 

keterampilan khusus di pasar global, mempengaruhi 

dinamika permintaan tenaga kerja di tingkat lokal. Sebagai 

contoh, sektor teknologi yang berorientasi pada ekspor dapat 

mengejar spesialis teknologi informasi dari berbagai negara 

untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek global mereka.  

Sementara itu, perusahaan yang terlibat dalam rantai 

pasok global dapat mencari karyawan dengan pemahaman 

mendalam tentang logistik dan distribusi internasional. Di sisi 

lain, globalisasi juga dapat menyebabkan beberapa jenis 

pekerjaan menjadi lebih rentan terhadap outsourcing atau 

persaingan global, yang dapat memengaruhi permintaan 

tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pemahaman tentang 

dampak globalisasi terhadap permintaan tenaga kerja 

penting untuk merancang strategi pendidikan dan pelatihan 

yang menghasilkan pekerja yang dapat bersaing di pasar 

kerja global yang terus berubah. 

 

 

               RANGKUMAN 

 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu bisnis 

atau organisasi pada saat tertentu disebut sebagai 

permintaan tenaga kerja. Ada beberapa poin penting dalam 

ringkasan permintaan tenaga kerja: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja: Banyak faktor, seperti perpindahan penduduk, 

peraturan pemerintah, perkembangan industri, ekspansi 

ekonomi, dan teknologi, semuanya berdampak pada 

permintaan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja 
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biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri, 

meskipun kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan 

berkurangnya angkatan kerja. 

2. Jenis permintaan tenaga kerja: Ada berbagai cara untuk 

mengkategorikan permintaan tenaga kerja, termasuk 

permintaan tenaga kerja yang terbuka dan terselubung. 

mereka yang secara aktif mencari kandidat disebut 

mempunyai kebutuhan tenaga kerja yang terbuka, 

sedangkan mereka yang tidak diumumkan secara 

publik—misalnya, melalui jaringan atau rekomendasi—

memiliki permintaan tenaga kerja yang tersembunyi. 

3. Dampak teknologi terhadap permintaan tenaga kerja: 

Lingkungan permintaan tenaga kerja telah berubah 

akibat kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan 

kecerdasan buatan. Peningkatan permintaan dapat 

terlihat pada pekerjaan-pekerjaan berteknologi tinggi, 

sementara mesin atau program komputer mungkin 

menggantikan beberapa pekerjaan tradisional. 

4. Mengukur permintaan tenaga kerja: Indikator seperti 

tingkat pengangguran, jumlah lowongan pekerjaan yang 

diumumkan, atau survei langsung perusahaan dapat 

digunakan untuk memperkirakan permintaan tenaga 

kerja. Informasi ini mendukung pengambilan keputusan 

perencanaan tenaga kerja dan membantu memahami 

pola permintaan tenaga kerja. 

5. Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan 

permintaan tenaga kerja: Melalui kebijakan 

ketenagakerjaan dan ekonomi, pemerintah memainkan 

peran penting dalam mengendalikan dan mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja. Mereka dapat merangsang 

ekspansi ekonomi, menawarkan insentif keuangan 

kepada dunia usaha sehingga mereka dapat 

menciptakan lapangan kerja, dan melakukan inisiatif 

pelatihan untuk menutup kesenjangan keterampilan. 
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                      LATIHAN  

 

1. Apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja? 

3. Bagaimana dampak teknologi terhadap permintaan 

tenaga kerja? 

4. Apa peran pemerintah dalam mengatur permintaan tenaga 

kerja? 

5. Bagaimana perubahan demografis mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja? 
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    GLOSARIUM 

 

Berikut adalah beberapa istilah yang mungkin relevan dalam 

konteks permintaan tenaga kerja: 

1. Permintaan Tenaga Kerja: Jumlah pekerjaan atau posisi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi dalam 

suatu periode waktu tertentu. 
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2. Lowongan Pekerjaan: Posisi pekerjaan yang belum diisi 

dan tersedia untuk pelamar yang memenuhi syarat. 

3. Kualifikasi Pekerjaan: Keterampilan, pendidikan, dan 

pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-

tugas suatu pekerjaan. 

4. Pasar Tenaga Kerja: Lingkungan di mana pekerja mencari 

pekerjaan dan perusahaan mencari calon karyawan. 

5. Pekerja Sementara (Casual Workers): Pekerja yang 

dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu tanpa kontrak 

pekerjaan jangka panjang. 

6. Rekrutmen Karyawan: Proses identifikasi, penarikan, dan 

seleksi calon karyawan untuk mengisi posisi yang 

tersedia. 

7. Kompetensi Pekerja: Kombinasi keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap yang membuat seorang pekerja 

efektif dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. 

8. Analisis Permintaan Tenaga Kerja: Evaluasi terhadap 

jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu 

perusahaan atau industri. 

9. Pelatihan Tenaga Kerja: Upaya untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja guna 

memenuhi kebutuhan pasar kerja. 

10. Penyesuaian Pasar Tenaga Kerja: Proses di mana 

penawaran dan permintaan tenaga kerja beradaptasi 

dengan perubahan dalam kondisi ekonomi dan industri. 
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BAB IV PASAR TENAGA KERJA 

 

 

             DESKRIPSI TOPIK 

 

Pasar tenaga kerja adalah lingkungan ekonomi yang 

kompleks di mana individu mencari pekerjaan dan 

perusahaan mencari karyawan. Pasar ini mencakup 

dinamika yang melibatkan penawaran dan permintaan 

tenaga kerja, di mana faktor-faktor seperti pendidikan, 

keterampilan, dan pengalaman memainkan peran penting 

dalam menentukan nilai pekerja. Peserta pasar tenaga kerja, 

baik individu maupun perusahaan, saling berinteraksi dalam 

proses pencarian pekerjaan dan perekrutan. Faktor eksternal 

seperti kebijakan pemerintah, tren ekonomi, dan 

perkembangan teknologi juga memengaruhi kondisi pasar 

tenaga kerja. Dinamika pasar ini dapat menciptakan peluang 

atau tantangan bagi pencari kerja dan perusahaan, serta 

memengaruhi tingkat upah, kestabilan pekerjaan, dan 

mobilitas tenaga kerja. Dengan pemahaman mendalam 

tentang pasar tenaga kerja, stakeholder dapat mengambil 

keputusan yang lebih baik terkait pengembangan karier, 

kebijakan ketenagakerjaan, dan strategi rekruitmen, 

sehingga dapat mengoptimalkan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

  

BAB IV 

PASAR TENAGA KERJA 
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      TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

 

Berikut adalah tujuan dari kegiatan belajar yaitu agar 

mahasiswa dapat: 

1. Memahami Pengertian Pasar Tenaga Kerja 

2. Mengetahui Komponen Pasar Tenaga Kerja 

3. Mengidentifikasi Pasar Tenaga Kerja Monopoli 

4. Memahami Dampak Dampak Pasar Tenaga Kerja 

Fleksibel 

5. Memahami Dampak Pasar Tenaga Kerja Persaingan 

Sempurna 

6. Memahami Dampak Pasar Tenaga Kerja Monopsoni 

 

         MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

Berikut adalah materi pembelajaran: 

1. Pengertian Pasar Tenaga Kerja 

2. Komponen Pasar Tenaga Kerja 

3. Pasar Tenaga Kerja Monopoli 

4. Dampak Dampak Pasar Tenaga Kerja Fleksibel 

5. Dampak Pasar Tenaga Kerja Persaingan Sempurna 

6. Dampak Pasar Tenaga Kerja Monopsoni 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

A. Pengertian Pasar Tenaga Kerja 
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Pasar tenaga kerja mencakup seluruh aktivitas yang 

dilakukan para pelaku untuk menempatkan tenaga kerja 

melalui penempatan dan/atau mencocokkan pencari kerja 

dengan lowongan, serta proses penempatan dan/atau 

hubungan kerja. Pengusaha, pencari kerja, dan pihak luar 

yang memfasilitasi komunikasi antara pengusaha dan 

pencari kerja adalah aktor yang dibicarakan di sini. Salah 

satu cara untuk memandang pasar tenaga kerja adalah 

sebagai pasar energi yang menghubungkan pembeli dan 

penjual. Dalam pasar ini, pemberi kerja dan pencari kerja 

(pemilik tenaga kerja) berperan sebagai penjual, sedangkan 

individu dan organisasi yang membutuhkan tenaga kerja 

berperan sebagai pembeli. Tujuan pasar tenaga kerja adalah 

untuk memfasilitasi pertemuan koordinasi antara pengusaha 

dan pencari kerja, serta antara pengusaha dan pekerja. 

Pasar tenaga kerja diyakini menawarkan sarana bagi 

dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan personelnya. Oleh 

karena itu, tampaknya pasar ini tidak hanya menguntungkan 

bagi para pencari kerja. Koordinasi yang baik antara seluruh 

pihak yang terlibat yaitu penjual tenaga kerja dan penyedia 

tenaga kerja diperlukan untuk menghasilkan kondisi yang 

sinergis antara kedua pihak, khususnya antara penjual dan 

pemberi kerja. Pasar tenaga kerja adalah mekanisme di 

mana pekerja dan pengusaha bertemu untuk melakukan 

pertukaran jasa tenaga kerja dan kompensasi (gaji atau 

upah).  

1. Fungsi pasar tenaga kerja 

Fungsi pasar tenaga kerja sangat penting dalam 

ekonomi karena berperan dalam menentukan tingkat 

pengangguran, upah, dan distribusi tenaga kerja di berbagai 

sektor ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari 

pasar tenaga kerja: 

a. Penyediaan dan Permintaan Tenaga Kerja, penyediaan 

Tenaga Kerja: Pekerja yang mencari pekerjaan dan siap 

untuk bekerja. Permintaan Tenaga Kerja: Perusahaan 
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atau pengusaha yang membutuhkan pekerja untuk 

mengisi posisi yang ada. 

b. Penentuan Tingkat Upah, asar tenaga kerja menentukan 

tingkat upah berdasarkan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika ada banyak 

pekerja yang tersedia tetapi sedikit pekerjaan yang 

tersedia, upah cenderung rendah. Sebaliknya, jika 

permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, upah 

cenderung naik. 

c. Mobilitas Pekerja, pasar tenaga kerja memberikan 

fleksibilitas bagi pekerja untuk berpindah dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya dan dari satu sektor ke 

sektor lainnya sesuai dengan keterampilan dan 

preferensi mereka. 

d. Pengaturan Pengangguran, tingkat pengangguran dapat 

dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja. Jika 

penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, tingkat 

pengangguran mungkin tinggi, dan sebaliknya. 

e. Pengaruh Kualifikasi dan Keterampilan, pasar tenaga 

kerja mempertimbangkan kualifikasi dan keterampilan 

pekerja. Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi 

atau kualifikasi yang lebih baik cenderung mendapatkan 

upah yang lebih tinggi. 

f. Inovasi dan Produktivitas:, permintaan untuk 

keterampilan tertentu di pasar tenaga kerja dapat 

mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas, 

karena perusahaan berusaha mempekerjakan pekerja 

yang dapat memberikan kontribusi maksimal. 

g. Penentuan Struktur Pekerjaan, pasar tenaga kerja juga 

mempengaruhi struktur pekerjaan dalam suatu 

masyarakat, termasuk pembagian pekerjaan, jenis 

pekerjaan yang tersedia, dan kondisi kerja. 

Penting untuk dicatat bahwa efisiensi dan keseimbangan 

dalam pasar tenaga kerja tidak selalu terjadi secara 

otomatis, dan faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, 
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pendidikan, dan teknologi juga dapat mempengaruhi 

dinamika pasar tenaga kerja. 

2. Manfaat Utama Dari Pasar Tenaga Kerja 

 

Pasar tenaga kerja memberikan berbagai manfaat bagi 

individu, perusahaan, dan perekonomian secara 

keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari 

pasar tenaga kerja: 

a. Pilihan Karir dan Mobilitas Pekerja, pasar tenaga kerja 

memberikan individu banyak pilihan karir dan 

kesempatan untuk berpindah dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya sesuai dengan keahlian dan preferensi 

mereka. 

b. Efisiensi dan Produktivitas, adanya persaingan di pasar 

tenaga kerja mendorong perusahaan untuk menjadi lebih 

efisien dan produktif. Perusahaan berkompetisi untuk 

mendapatkan pekerja berkualitas, yang dapat 

mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi 

operasional. 

c. Penentuan Tingkat Upah yang Adil, melalui mekanisme 

penawaran dan permintaan, pasar tenaga kerja 

membantu menentukan tingkat upah yang adil. Pekerja 

dengan keterampilan dan kualifikasi yang lebih tinggi 

cenderung mendapatkan kompensasi yang sesuai. 

d. Pengurangan Pengangguran, pasar tenaga kerja yang 

berfungsi dengan baik dapat membantu mengurangi 

tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih banyak 

peluang pekerjaan. 

e. Distribusi Keterampilan dan Kualifikasi, pasar tenaga 

kerja memastikan bahwa individu dengan keterampilan 

dan kualifikasi tertentu ditempatkan di tempat yang 

paling sesuai dengan bakat mereka, meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. 

f. Peningkatan Kualitas Hidup, melalui penghasilan yang 

diperoleh dari pekerjaan, individu dapat meningkatkan 
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kualitas hidup mereka, memenuhi kebutuhan dasar, dan 

meningkatkan akses ke layanan pendidikan, perumahan, 

dan kesehatan. 

g. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, fleksibilitas pasar 

tenaga kerja memungkinkan perusahaan untuk 

menyesuaikan ukuran tenaga kerja mereka sesuai 

dengan perubahan dalam permintaan pasar, 

memungkinkan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan 

ekonomi. 

h. Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi, pasar tenaga kerja 

yang dinamis dapat mendorong inovasi, penelitian, dan 

pengembangan, yang pada gilirannya dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

i. Pertukaran Pengetahuan dan Keterampilan, pasar tenaga 

kerja menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan 

keterampilan dapat bertukar antara individu dan 

perusahaan, mendukung pembelajaran berkelanjutan. 

j. Keseimbangan Antara Penawaran dan Permintaan, 

mekanisme pasar tenaga kerja membantu menciptakan 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga 

kerja, memastikan bahwa sumber daya manusia 

dialokasikan secara efisien. Penting untuk dicatat bahwa 

manfaat ini dapat dicapai dengan baik ketika pasar 

tenaga kerja beroperasi secara adil dan transparan, dan 

ketika ada kebijakan yang mendukung inklusivitas dan 

keadilan dalam akses terhadap peluang pekerjaan. 

 

3. Pelaku pasar tenaga kerja  

Pasar tenaga kerja melibatkan berbagai pelaku yang 

berperan dalam interaksi antara penawaran dan permintaan 

tenaga kerja. Berikut adalah beberapa pelaku utama dalam 

pasar tenaga kerja: 

a. Pekerja (Tenaga Kerja), individu yang mencari pekerjaan 

dan siap bekerja untuk mendapatkan penghasilan. 
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b. Pengusaha atau Perusahaan, organisasi atau individu 

yang menciptakan lapangan kerja dan mencari pekerja 

untuk mengisi posisi yang tersedia. 

c. Pemerintah, pemerintah memiliki peran dalam mengatur 

pasar tenaga kerja melalui kebijakan ketenagakerjaan, 

undang-undang ketenagakerjaan, dan program pelatihan 

untuk meningkatkan keterampilan pekerja. 

d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, sekolah, universitas, 

dan lembaga pelatihan berkontribusi pada persiapan 

pekerja dengan keterampilan dan kualifikasi yang 

diperlukan untuk memasuki pasar tenaga kerja. 

e. Agensi Penempatan Kerja, agensi atau perusahaan 

penempatan kerja yang membantu menghubungkan 

pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga 

kerja. 

f. Serikat Pekerja atau Organisasi Buruh, organisasi yang 

mewakili kepentingan pekerja dan bertindak sebagai 

perwakilan dalam perundingan upah dan kondisi kerja. 

g. Konsultan Sumber Daya Manusia (HR), konsultan atau 

perusahaan yang memberikan layanan konsultasi kepada 

perusahaan terkait manajemen sumber daya manusia, 

rekrutmen, dan pengembangan karyawan. 

h. Masyarakat, masyarakat memiliki peran dalam 

membentuk persepsi terhadap pasar tenaga kerja dan 

dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan praktik-

praktik bisnis. 

i. Media, media berperan dalam menyediakan informasi 

tentang peluang pekerjaan, tren pasar tenaga kerja, dan 

perkembangan terkini dalam dunia kerja. 

j. Pasar Kerja Informal, di samping pasar kerja formal, 

terdapat pasar kerja informal yang melibatkan pekerjaan 

tanpa kontrak formal, seringkali dilakukan oleh pekerja 

mandiri atau pekerja harian. 
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k. Pelatihan dan Pengembangan Pekerja, lembaga atau 

individu yang menyediakan pelatihan dan pengembangan 

keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi pekerja. 

l. Asosiasi Profesi,organisasi yang mewakili atau 

mengadvokasi kepentingan profesional dan 

kesejahteraan anggotanya dalam suatu profesi tertentu. 

Keterlibatan semua pelaku ini menciptakan dinamika 

pasar tenaga kerja yang berfungsi dan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sumber 

daya manusia. 

 

B. Komponen Pasar Tenaga Kerja 

 

  Pasar tenaga kerja merupakan sistem yang kompleks 

dengan beberapa komponen utama yang saling berinteraksi. 

Pertama, terdapat penawaran tenaga kerja yang mencakup 

jumlah individu yang siap bekerja dan aktif berpartisipasi di 

pasar tenaga kerja. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja 

mencerminkan jumlah posisi atau pekerjaan yang tersedia di 

berbagai sektor ekonomi. Faktor penting lainnya adalah 

tingkat upah dan kompensasi yang ditawarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja, yang dipengaruhi oleh 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan. 

  Tingkat pengangguran, sebagai indikator keseimbangan 

pasar tenaga kerja, mencerminkan proporsi pekerja yang 

belum berhasil menemukan pekerjaan. Pendidikan dan 

keterampilan individu juga merupakan komponen kunci, 

mempengaruhi daya saing pekerja di pasar. Program 

pelatihan dan pengembangan berperan dalam meningkatkan 

kualifikasi pekerja. Faktor regulasi dan kebijakan 

ketenagakerjaan, seperti peraturan upah minimum, juga 

memengaruhi dinamika pasar. 

  Mobilitas pekerja, baik antarpekerjaan maupun 

antarsektor, serta faktor demografis, termasuk struktur usia 

dan jenis kelamin, turut membentuk pasar tenaga kerja. 
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Penggunaan teknologi dan inovasi dalam produksi juga 

berperan dalam menentukan jenis pekerjaan yang tersedia. 

Serikat pekerja dan perundingan ketenagakerjaan 

memainkan peran dalam membentuk kondisi kerja dan 

upah. Perlu juga diperhatikan perbedaan antara pasar kerja 

formal dan informal, yang membedakan antara pekerjaan 

dengan kontrak formal dan aturan yang diatur oleh 

pemerintah, dan pekerjaan yang kurang terstruktur. Melalui 

interaksi kompleks komponen-komponen ini, pasar tenaga 

kerja menciptakan dinamika yang mencerminkan kondisi 

ekonomi dan sosial suatu masyarakat. 

 

C. Pasar Tenaga Kerja Monopoli 

    

Pasar tenaga kerja dalam kondisi monopoli 

menggambarkan situasi di mana satu atau hanya beberapa 

perusahaan memiliki kendali atau dominasi atas penawaran 

pekerjaan dalam suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. 

Dalam konteks ini, pengusaha memiliki kekuatan yang 

signifikan untuk menentukan kondisi kerja, upah, dan 

manfaat pekerja karena kurangnya persaingan yang nyata. 

Monopoli pasar tenaga kerja dapat terjadi ketika ada kontrol 

yang signifikan atas sumber daya manusia atau keterampilan 

yang sangat khusus dan sulit ditemukan di tempat lain. 

Dalam kondisi monopoli, pekerja cenderung memiliki 

sedikit pilihan dalam memilih tempat kerja, dan negosiasi 

upah atau kondisi kerja seringkali sulit dilakukan karena 

ketergantungan yang tinggi pada satu atau beberapa 

pemberi kerja. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan 

dalam pembagian nilai ekonomi antara pekerja dan 

pengusaha. Selain itu, kecenderungan untuk menahan upah 

atau menawarkan paket manfaat yang kurang 

menguntungkan bagi pekerja dapat meningkat. 

   Kondisi monopoli pasar tenaga kerja juga dapat 

merugikan inovasi dan produktivitas karena kurangnya 
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tekanan persaingan untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pekerjaan. Pekerja mungkin merasa kurang 

termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka 

karena kurangnya alternatif pekerjaan yang tersedia. Oleh 

karena itu, kebijakan dan regulasi yang mempromosikan 

persaingan sehat dan perlindungan hak pekerja menjadi 

sangat penting untuk menghindari risiko ketidaksetaraan 

dan penurunan kondisi kerja dalam konteks pasar tenaga 

kerja monopoli. 

 

D. Dampak Pasar Tenaga Kerja Fleksibel 

 

Pasar tenaga kerja yang fleksibel dapat memiliki 

dampak yang signifikan terhadap dinamika hubungan kerja 

dan kondisi pekerja. Fleksibilitas ini dapat mencakup 

berbagai bentuk, termasuk fleksibilitas waktu, tempat kerja, 

dan kontrak kerja. Salah satu dampak utama adalah 

peningkatan mobilitas pekerja, yang memungkinkan individu 

untuk menyesuaikan jam kerja dan tempat bekerja sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Ini dapat memberikan 

fleksibilitas yang diinginkan oleh pekerja, terutama mereka 

yang memiliki tanggung jawab keluarga atau kebutuhan lain 

di luar pekerjaan. 

Namun, di sisi lain, pasar tenaga kerja yang fleksibel 

juga dapat membawa dampak negatif. Pekerja mungkin 

mengalami ketidakpastian pekerjaan, karena kontrak kerja 

yang tidak tetap atau jam kerja yang tidak menentu. Ini dapat 

mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan 

perencanaan keuangan bagi pekerja. Selain itu, pekerja 

mungkin merasa kurang terlindungi oleh hak-hak pekerja 

tradisional, seperti hak cuti atau jaminan kesejahteraan. 

Pasar tenaga kerja yang fleksibel juga dapat 

memunculkan ketidaksetaraan antara pekerja. Pekerja yang 

memiliki keterampilan atau keahlian yang sangat dicari 

mungkin lebih mampu menegosiasikan kondisi kerja yang 
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menguntungkan, sementara pekerja dengan keterampilan 

yang lebih umum mungkin menghadapi persaingan yang 

lebih besar dan tekanan untuk menerima kondisi yang 

kurang menguntungkan. 

Selain itu, tergantung pada implementasinya, 

fleksibilitas tenaga kerja dapat memengaruhi budaya kerja 

dan kehidupan pribadi. Beberapa pekerja mungkin merasa 

kesulitan memisahkan antara waktu kerja dan waktu pribadi 

mereka, mengakibatkan risiko kelelahan dan 

ketidakseimbangan kehidupan kerja. 

Oleh karena itu, penting bagi kebijakan dan regulasi 

ketenagakerjaan untuk menciptakan keseimbangan yang 

baik antara fleksibilitas dan perlindungan pekerja, sehingga 

pasar tenaga kerja yang fleksibel dapat memberikan manfaat 

tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan pekerja. 

 

E. Pasar Tenaga Kerja Persaingan Sempurna 

 

Pasar tenaga kerja dalam kondisi persaingan sempurna 

menciptakan dinamika yang unggul bagi pekerja dan 

pengusaha. Dalam lingkungan ini, terdapat banyak 

pengusaha dan pekerja dengan penawaran dan permintaan 

tenaga kerja yang seragam. Keberagaman pelaku pasar 

mendorong terbentuknya harga upah yang mencerminkan 

nilai sebenarnya dari keterampilan dan produktivitas pekerja. 

Persaingan yang intens memungkinkan pekerja untuk 

memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan dan memotivasi 

pengusaha untuk menawarkan kondisi kerja dan upah yang 

lebih baik guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja 

berkualitas. Pekerja juga dapat lebih mudah beralih 

pekerjaan untuk meningkatkan gaji atau mencari peluang 

karir yang lebih baik. 

Pasar tenaga kerja persaingan sempurna juga 

mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi di antara 

perusahaan. Pengusaha akan berusaha meningkatkan 
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produktivitas dan menawarkan insentif kepada pekerja untuk 

mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini dapat menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. 

Namun, meskipun kondisi ini menciptakan berbagai 

manfaat, pasar tenaga kerja persaingan sempurna juga 

dapat menimbulkan ketidakstabilan bagi pekerja dengan 

memunculkan ketidakpastian pekerjaan dan risiko 

pengangguran. Selain itu, terkadang kondisi persaingan 

sempurna dapat mengabaikan aspek kesejahteraan pekerja, 

seperti perlindungan sosial dan hak pekerja, yang menjadi 

penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam 

hubungan kerja. Oleh karena itu, peran regulasi dan 

kebijakan pemerintah dalam memastikan keseimbangan 

antara efisiensi pasar dan perlindungan pekerja menjadi 

sangat penting. 

 

 

F. Pasar Tenaga Kerja Monopsoni 

 

Pasar tenaga kerja monopsoni menggambarkan situasi 

di mana terdapat satu atau hanya beberapa pembeli 

(pengusaha atau perusahaan) yang memiliki kendali 

dominan terhadap penawaran tenaga kerja dalam suatu 

industri atau sektor ekonomi. Dalam konteks ini, pengusaha 

memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan dapat 

mempengaruhi tingkat upah dan kondisi kerja. Dampak 

utama dari pasar tenaga kerja monopsoni adalah bahwa 

pekerja memiliki sedikit pilihan dalam memilih tempat kerja, 

sehingga dapat mengakibatkan tingkat upah yang lebih 

rendah dan kondisi kerja yang kurang menguntungkan. 

Salah satu contoh konkret dari konsep monopsoni di 

pasar tenaga kerja adalah deskripsi oleh ekonom Alan 

Manning dalam bukunya yang berjudul "Monopsony in 

Motion: Imperfect Competition in Labor Markets" (2003). 

Manning menyajikan analisis mendalam tentang dampak 
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pasar tenaga kerja monopsoni terhadap upah dan 

kesejahteraan pekerja, menjelaskan bahwa dalam kondisi 

monopsoni, pengusaha memiliki kekuatan untuk 

menentukan tingkat upah yang lebih rendah daripada dalam 

pasar yang bersifat persaingan sempurna. 

 

 

 

 

Kelebihan dan Kelemahan Pasar Monopsoni 

Pasar monopsoni, di mana terdapat satu pembeli 

dominan untuk tenaga kerja, memiliki kelebihan dan 

kelemahan tertentu. Kelebihannya meliputi kontrol 

pengusaha terhadap tingkat upah, yang dapat meningkatkan 

efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dalam kata-kata 

Holzer et al. (2019), "Pasar monopsoni dapat menghasilkan 

tingkat upah yang lebih rendah daripada tingkat upah yang 

akan ada dalam pasar persaingan sempurna." Kelebihan ini 

dapat membantu pengusaha untuk mempertahankan daya 

saing dan meningkatkan profitabilitas. 

7. Namun, kelemahan pasar monopsoni adalah bahwa 

pekerja seringkali memiliki sedikit pilihan dan kurang 

memiliki kekuatan tawar dalam perundingan upah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Manning (2003) dalam 

"Monopsony in Motion," keadaan ini dapat menghasilkan 

tingkat upah yang lebih rendah dan kondisi kerja yang 

kurang menguntungkan bagi pekerja. Pekerja mungkin 

menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan kurangnya 

insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerja.  

 

                 RANGKUMAN 
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Pasar tenaga kerja memainkan peran sentral dalam 

ekonomi, di mana pertemuan antara penawaran dan 

permintaan tenaga kerja membentuk dinamika kondisi 

pekerja. Mobilitas pekerja, tingkat upah, dan tingkat 

pengangguran menjadi indikator utama dalam menganalisis 

kesehatan pasar tenaga kerja. Fleksibilitas dan regulasi 

pasar tenaga kerja juga memengaruhi keseimbangan antara 

kepentingan pekerja dan pengusaha. Terdapat konsep 

persaingan sempurna dan monopsoni yang memberikan 

pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur pasar 

mempengaruhi keputusan dan kondisi pekerja. Kelebihan 

dan kelemahan pasar tenaga kerja, terutama dalam konteks 

monopsoni, memerlukan perhatian khusus untuk menjaga 

keseimbangan yang adil dan efisien dalam hubungan kerja. 

Dengan demikian, penelitian dan pemahaman yang 

mendalam tentang pasar tenaga kerja sangat penting untuk 

merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

kesejahteraan pekerja. 

 

                    LATIHAN 

 

Berikut adalah beberapa pertanyaan tentang pasar tenaga 

kerja: 

 

1. Apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja dan 

bagaimana peran utamanya dalam ekonomi? 

2. Sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu 

ekonomi. 

3. Jelaskan perbedaan antara pasar tenaga kerja fleksibel 

dan pasar tenaga kerja yang kaku, sertakan kelebihan 

dan kelemahannya. 



 

 Ekonomi Sumber Daya dan Ketenagakerjaan |51 

4. Bagaimana pasar tenaga kerja dapat memengaruhi 

pembentukan struktur sosial dan ekonomi dalam suatu 

masyarakat? 

5. Apa yang dimaksud dengan "upah minimum" dan 

bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi pasar 

tenaga kerja? 

6. Sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi mobilitas pekerja. 

7. Bagaimana teknologi dan inovasi dapat berdampak pada 

dinamika pasar tenaga kerja? 

8. Jelaskan konsep monopsoni dalam pasar tenaga kerja 

dan dampaknya terhadap kondisi pekerja. 

9. Apa yang dimaksud dengan "pasar tenaga kerja informal" 

dan berikan contoh dampaknya dalam suatu ekonomi. 

10. Jelaskan peran serikat pekerja dalam pasar tenaga kerja 

dan bagaimana mereka dapat memengaruhi kondisi 

pekerja. 
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                   GLOSARIUM 

 

Berikut adalah beberapa istilah yang mungkin relevan dalam 

konteks pasar tenaga kerja: 

1. Pasar Tenaga Kerja: Mekanisme ekonomi di mana 

penawaran dan permintaan tenaga kerja berinteraksi, 

termasuk perekrutan, penempatan, dan pembayaran 

upah. 

2. Tingkat Pengangguran: Persentase dari angkatan kerja 

yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari 

pekerjaan. 

3. Angkatan Kerja: Total jumlah individu yang dapat atau 

sedang bekerja dalam suatu wilayah atau negara, 

termasuk pekerja yang bekerja dan yang mencari 

pekerjaan. 

4. Ketidaksetaraan Upah: Perbedaan dalam tingkat upah 

antara kelompok pekerja atau sektor ekonomi tertentu. 

5. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja: Persentase dari 

populasi yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif. 

6. Mobilitas Tenaga Kerja: Kemampuan atau 

kecenderungan pekerja untuk berpindah pekerjaan atau 

lokasi geografis untuk meningkatkan peluang pekerjaan 

atau kondisi kerja. 

7. Fleksibilitas Tenaga Kerja: Kemampuan untuk 

menyesuaikan jam kerja, jenis pekerjaan, atau lokasi 

kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pekerja. 
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8. Diskriminasi Tenaga Kerja:** Perlakuan tidak adil 

terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan 

karakteristik seperti jenis kelamin, ras, atau usia. 

9. Tenaga Kerja Formal dan Informal: Pekerja yang 

dipekerjakan secara resmi dan memiliki kontrak kerja 

(formal), dibandingkan dengan pekerja yang bekerja 

tanpa perlindungan kontrak formal (informal). 

10. Dinamika Pasar Tenaga Kerja: Perubahan dan 

pergeseran dalam tuntutan pasar tenaga kerja yang 

dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, dan 

kebijakan. 
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BAB V PENGANGGURAN DI INDONESIA 

 

              DESKRIPSI TOPIK 

 

Pengangguran di Indonesia adalah topik yang mencerminkan 

tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam 

konteks ini, pengangguran mencakup individu yang aktif 

mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya. 

Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor 

ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan 

kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, pertumbuhan 

populasi, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki 

oleh pekerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta 

perubahan dalam struktur ekonomi juga berkontribusi 

terhadap masalah pengangguran. Pemerintah Indonesia 

berupaya mengatasi masalah ini melalui program-program 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan peluang 

pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan memperkuat sektor-

sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan 

kerja. Dengan pemahaman yang mendalam tentang 

dinamika pengangguran di Indonesia, masyarakat, 

pemerintah, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk 

merumuskan solusi yang efektif, mengurangi tingkat 

pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

secara keseluruhan. 

 

 

 

 

BAB V 

PENGANGGURAN DI INDONESIA 
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     TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

 

Berikut adalah tujuan dari kegiatan belajar yaitu agar 

mahasiswa dapat: 

1. Memahami Pengertian Pengangguran Dan Sejarah 

Pengangguran Di Indonesia 

2. Mengetahui Jenis-Jenis Pengangguran 

3. Mengidentifikasi Penyebab Terjadinya Pengangguran 

4. Memahami Dampak Yang Ditimbulkan Dari Banyaknya 

Pengangguran Di Indonesia 

5. Memahami Cara Mengatasi Pengangguran Yang Ada Di 

Indonesia 

 

        MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Pengangguran Dan Sejarah Pengangguran Di 

Indonesia 

2. Jenis-Jenis Pengangguran 

3. Penyebab Terjadinya Pengangguran 

4. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Banyaknya Pengangguran 

Di Indonesia 

5. Cara Mengatasi Pengangguran Yang Ada Di Indonesia 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Pengangguran dan Sejarah Pengangguran Di 

Indonesia 

 

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana 

seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak dapat 

menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan 

dan kualifikasinya. Di Indonesia, masalah pengangguran 
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telah menjadi fokus perhatian seiring dengan perkembangan 

ekonomi dan pertumbuhan populasi.  

Pengangguran adalah suatu kondisi di mana individu 

yang mampu dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan 

pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan 

kualifikasinya. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian 

antara penawaran tenaga kerja dan permintaan pekerjaan di 

pasar tenaga kerja. Pengangguran dapat bersifat sementara 

atau kronis dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk perubahan ekonomi, ketidakcocokan 

keterampilan, atau bahkan ketidakstabilan pasar kerja. 

Istilah pengangguran juga dapat mencakup orang-orang yang 

secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil 

menemukannya. Pengertian ini memberikan gambaran 

umum tentang kondisi di mana individu mengalami keadaan 

tanpa pekerjaan, dan pemahaman terhadap konsep ini 

penting dalam menganalisis dinamika pasar tenaga kerja. 

Menurut Soesastro (1994), sejarah pengangguran di 

Indonesia berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi dan 

pertumbuhan populasi yang cepat. Pada awalnya, sektor 

pertanian menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama, 

namun seiring waktu, urbanisasi dan pertumbuhan sektor 

industri menyebabkan pergeseran tenaga kerja ke sektor 

non-pertanian. Pada era Orde Baru, program-program 

pembangunan ekonomi seringkali tidak dapat 

mengakomodasi pertumbuhan jumlah penduduk dan 

meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian, pada awal 

reformasi, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Sejak itu, 

pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah 

pengangguran melalui program-program kebijakan ekonomi 

dan ketenagakerjaan. Perjalanan sejarah pengangguran di 

Indonesia mencerminkan kompleksitas tantangan yang 

dihadapi oleh negara berkembang dalam mengelola 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan. 
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Sejarah pengangguran di Indonesia memiliki akar 

dalam perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan 

populasi. Menurut penelitian Soesastro (1994), periode awal 

pembentukan negara Indonesia ditandai oleh dominasi 

sektor pertanian sebagai penyedia utama lapangan 

pekerjaan. Namun, urbanisasi dan pertumbuhan sektor 

industri membawa perubahan signifikan dalam struktur 

pekerjaan. Pada era Orde Baru, meskipun terjadi 

pembangunan ekonomi, masih terdapat ketidakmampuan 

untuk menanggapi pertumbuhan jumlah penduduk dan 

meningkatkan lapangan pekerjaan yang memadai. Krisis 

ekonomi pada akhir 1990-an menjadi titik penting dalam 

sejarah pengangguran di Indonesia, dengan tingkat 

pengangguran meningkat secara signifikan. Reformasi 

ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi fokus 

pemerintah dalam menghadapi masalah ini. Sejak itu, 

berbagai upaya dan kebijakan telah diimplementasikan 

untuk mengatasi tantangan pengangguran, mencerminkan 

perjalanan kompleks dan dinamis dalam mengelola pasar 

tenaga kerja di Indonesia. 

 

B. Jenis-Jenis Pengangguran 

 

Mankiw, N. G. (2018), jenis-jenis pengangguran 

mencakup berbagai kategori yang mencerminkan kondisi 

dan karakteristik individu yang tidak memiliki pekerjaan. 

Dalam literatur ekonomi, tiga jenis utama pengangguran 

sering diidentifikasi: friksional, struktural, dan siklikal. 

Pengangguran friksional terjadi ketika individu pindah antar 

pekerjaan atau mencari pekerjaan pertama mereka setelah 

lulus. Sebaliknya, pengangguran struktural disebabkan oleh 

ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh 

pekerja dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga 

kerja. Terakhir, pengangguran siklikal berkaitan dengan 

fluktuasi ekonomi dan dapat meningkat selama periode 
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resesi atau ketidakstabilan ekonomi. Pengangguran 

struktural terjadi ketika keterampilan atau kemampuan 

seseorang tidak cocok dengan permintaan pekerjaan yang 

ada di pasar tenaga kerja. Misalnya, seseorang memiliki 

keterampilan yang tidak relevan dengan jenis pekerjaan yang 

tersedia di pasar tenaga kerja. 

 Pengangguran sirkuler terjadi ketika pengangguran 

terkait dengan fluktuasi siklus bisnis dan ekonomi. Ketika 

ekonomi sedang lesu atau mengalami resesi, banyak 

perusahaan yang merumahkan atau mengurangi jumlah 

karyawan, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat 

pengangguran. Pengangguran musiman terjadi ketika 

seseorang kehilangan pekerjaan mereka karena sifat 

musiman dari pekerjaan tersebut. Misalnya, pekerjaan dalam 

industri pariwisata, pertanian atau konstruksi yang hanya 

tersedia dalam beberapa bulan dalam setahun. 

Pengangguran terbuka terjadi ketika seseorang yang 

memenuhi syarat untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan, 

namun tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai 

dengan keterampilan dan keahliannya. Orang yang tergolong 

pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja 

selama seminggu terakhir dan siap bekerja jika ada 

kesempatan. Pengangguran tersembunyi terjadi ketika 

seseorang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah putus 

asa atau menganggur secara sukarela. Orang yang tergolong 

pengangguran tersembunyi adalah mereka yang tidak 

bekerja dan tidak mencari pekerjaan, namun masih ingin 

bekerja jika ada kesempatan. Pengangguran volunter terjadi 

ketika seseorang sengaja memilih untuk tidak bekerja karena 

mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai 

kehidupan mereka tanpa bekerja. Misalnya, seseorang yang 

memilih menjadi ibu rumah tangga, siswa yang tidak bekerja 

selama kuliah. 
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C. Penyebab Terjadinya Pengangguran 

 

Terjadinya pengangguran dapat disebabkan oleh 

sejumlah faktor kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, 

sosial, dan struktural. Beberapa penyebab utama 

pengangguran melibatkan dinamika pasar tenaga kerja dan 

ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan 

pekerjaan. Selama periode resesi ekonomi, banyak 

perusahaan mengurangi produksi dan memangkas 

anggaran, yang mengakibatkan penurunan permintaan 

terhadap tenaga kerja dan meningkatkan tingkat 

pengangguran (Mankiw, 2018). Pergeseran struktural dalam 

ekonomi, seperti perubahan dari sektor pertanian ke sektor 

industri dan jasa, dapat menciptakan kesenjangan 

keterampilan yang mengakibatkan pengangguran struktural 

(Holzer et al., 2019).  

Teknologi dan otomatisasi juga dapat menyebabkan 

hilangnya pekerjaan karena perusahaan mengadopsi solusi 

otomatis yang menggantikan pekerja manusia (Acemoglu & 

Restrepo, 2020). Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak 

tepat, fluktuasi pasar keuangan, dan ketidakcocokan 

geografis antara penawaran dan permintaan tenaga kerja 

juga dapat menjadi faktor penyebab pengangguran 

(Blanchard & Katz, 1999). Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang kombinasi faktor-faktor ini diperlukan 

untuk mengembangkan strategi kebijakan yang efektif dalam 

mengatasi masalah pengangguran. 

 

D. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Banyaknya 

Pengangguran Di Indonesia 

 

Banyaknya pengangguran di Indonesia memiliki 

dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan 

sosial. Dampak tersebut mencakup penurunan daya beli 

masyarakat, ketidakstabilan sosial, dan peningkatan 
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ketidaksetaraan. Menurut penelitian oleh Wijaya dan Irianto 

(2016), pengangguran dapat mengakibatkan penurunan 

daya beli masyarakat karena individu yang tidak bekerja 

mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini 

dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena 

berkurangnya konsumsi dan permintaan terhadap barang 

dan jasa. 

Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat 

meningkatkan ketidakstabilan sosial. Dampak ini mencakup 

peningkatan tingkat kejahatan, ketegangan sosial, dan 

penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Menurut ILO (International Labour Organization), 

ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan 

pendapatan dapat meningkat, menciptakan divisi sosial yang 

lebih besar di masyarakat. 

Dampak psikologis juga dapat dirasakan oleh individu 

yang mengalami pengangguran. Hal ini termasuk 

peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Selain 

itu, generasi muda yang menghadapi kesulitan dalam 

memasuki pasar tenaga kerja dapat mengalami penundaan 

dalam mencapai kemandirian finansial dan pengembangan 

karir. 

 

E. Cara Mengatasi Pengangguran Yang Ada Di Indonesia 

 

Mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia 

memerlukan serangkaian strategi dan kebijakan yang 

holistik. Salah satu pendekatan utama adalah memperkuat 

pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan 

keterampilan tenaga kerja dan menyesuaikannya dengan 

kebutuhan pasar. Program-program pelatihan yang relevan 

dengan industri dan perkembangan teknologi dapat 

membantu mengurangi kesenjangan keterampilan yang 

sering menjadi penyebab pengangguran struktural. Selain itu, 

mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang intens 
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pekerjaan, seperti sektor manufaktur dan industri kreatif, 

dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Pemerintah 

juga dapat menggalakkan investasi dalam sektor-sektor yang 

memiliki potensi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, 

termasuk sektor pertanian dan pariwisata. 

Kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

juga penting untuk menciptakan peluang kerja baru. 

Pemberdayaan UMKM dapat menjadi motor pertumbuhan 

ekonomi lokal dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

Langkah-langkah lainnya melibatkan reformasi regulasi 

ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha yang 

kondusif, serta mendorong investasi asing yang dapat 

menggerakkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Upaya untuk 

meningkatkan konektivitas dan infrastruktur juga dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembukaan 

lapangan pekerjaan. Dalam hal pendekatan kebijakan, 

diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, sektor 

swasta, dan lembaga pendidikan untuk mencapai hasil yang 

optimal.  

 

                 RANGKUMAN 

 

Pengangguran di Indonesia adalah masalah serius yang 

mencakup sejumlah dampak ekonomi dan sosial. Tingkat 

pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan 

daya beli masyarakat, ketidakstabilan sosial, dan 

peningkatan ketidaksetaraan. Selain itu, pengangguran juga 

dapat berdampak pada aspek psikologis individu dengan 

meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Upaya 

untuk mengatasi masalah ini melibatkan langkah-langkah 

seperti penguatan pelatihan dan pendidikan vokasional 

untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong 

pertumbuhan sektor ekonomi yang intens pekerjaan, 

mendukung UMKM, dan melakukan reformasi regulasi 
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ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, 

dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mencapai solusi 

yang efektif dan berkelanjutan. 

 

 

                  LATIHAN  

 

Berikut adalah soal latihan tentang pengangguran di 

Indonesia dan silahkan jawab! 

1. Definisikan pengangguran dan identifikasi dua faktor 

utama yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran 

yang tinggi di Indonesia. 

2. Jelaskan dampak sosial dan ekonomi dari tingkat 

pengangguran yang tinggi di masyarakat Indonesia. 

3. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis pengangguran yang 

mungkin dialami oleh individu di Indonesia. Berikan 

contoh konkret untuk masing-masing jenis. 

4. Bagaimana peran pendidikan dalam mengatasi masalah 

pengangguran di Indonesia? Jelaskan tiga langkah konkret 

yang dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan 

pekerja. 

5. Identifikasi dua kebijakan pemerintah yang dapat 

diimplementasikan untuk mereduksi tingkat 

pengangguran di Indonesia. Jelaskan dampak dari masing-

masing kebijakan tersebut. 

6. Bagaimana perkembangan teknologi dapat memengaruhi 

tingkat pengangguran? Jelaskan konsep ini dengan 

memberikan contoh nyata. 

7. Diskusikan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi 

tingkat pengangguran di Indonesia. Apa langkah-langkah 

yang dapat diambil untuk mengatasi dampaknya? 

8. Sebutkan dan jelaskan tiga langkah yang dapat diambil 

oleh sektor swasta untuk membantu mengurangi masalah 

pengangguran di Indonesia. 
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9. Jelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat pengangguran. Apakah pertumbuhan ekonomi 

selalu menghasilkan penurunan tingkat pengangguran? 

10. Apa peran individu dalam mengatasi pengangguran? 

Sebutkan tiga tindakan yang dapat diambil oleh individu 

untuk meningkatkan peluang pekerjaan. 
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                 GLOSARIUM 

 

Glosarium ini dirancang untuk memberikan pemahaman 

lebih dalam tentang berbagai aspek pengangguran di 

Indonesia dan istilah-istilah yang terkait. Berikut adalah 

beberapa istilah yang mungkin relevan dalam konteks 

pengangguran di Indonesia: 

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment), Jumlah 

orang yang tidak memiliki pekerjaan, aktif mencari 

pekerjaan, dan siap bekerja, tetapi belum mendapatkan 

pekerjaan. 

2. Pengangguran Tertutup (Hidden Unemployment): Orang 

yang tidak tercatat sebagai penganggur tetapi 

sebenarnya tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan 

keterampilan atau pendidikan mereka. 

3. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment). 

Bentuk pengangguran yang terjadi karena 

ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh 

pekerja dan permintaan pekerjaan di pasar. 

4. Pengangguran Siklus (Cyclical Unemployment): 

Pengangguran yang terkait dengan perubahan dalam 

siklus bisnis, di mana tingkat pengangguran naik selama 

periode resesi ekonomi dan menurun selama ekspansi 

ekonomi 

5. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment): 

Bentuk pengangguran yang terjadi karena waktu yang 

diperlukan untuk pekerjaan mencocokkan pekerja 

dengan pekerjaan yang sesuai. 
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6. Pekerja Sementara (Casual Workers): Orang yang bekerja 

dengan kontrak sementara atau tanpa jaminan pekerjaan 

jangka panjang. 

7. Indeks Pengangguran (Unemployment Rate): Persentase 

dari total angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan 

dan aktif mencari pekerjaan. 

8. Pelatihan Kerja (Job Training): Program atau kegiatan 

yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan 

kualifikasi pekerja guna meningkatkan peluang mereka 

untuk mendapatkan pekerjaan. 

9. Sumber Daya Manusia (Human Resources): Tenaga kerja 

yang tersedia dalam suatu negara atau wilayah, 

mencakup pekerja yang terampil dan tidak terampil. 

10. Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap): Perbedaan antara 

keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. 
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BAB VI SERIKAT PEKERJA 

 

 

             DESKRIPSI TOPIK 

 

Serikat pekerja, sebagai entitas organisasi yang mewakili 

kepentingan kolektif para pekerja, memainkan peran sentral 

dalam hubungan industrial. Serikat pekerja bertujuan untuk 

melindungi dan meningkatkan hak-hak pekerja, termasuk 

upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan manfaat 

lainnya. Serikat pekerja dapat berinteraksi dengan 

pengusaha dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan 

terkait kontrak kerja, perundingan upah, dan penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan. Mereka juga berfungsi sebagai 

suara pekerja dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan 

yang mendukung kepentingan tenaga kerja. Sementara 

serikat pekerja dapat menciptakan kekuatan kolektif bagi 

pekerja, mereka juga dapat menjadi sumber ketegangan 

dalam hubungan industrial. Peran dan dampak serikat 

pekerja dapat berbeda di setiap negara atau sektor industri, 

tetapi secara umum, mereka memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam membentuk dinamika ketenagakerjaan dan 

perlindungan hak-hak pekerja. 

 

      TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

   -  

Berikut adalah tujuan dari kegiatan belajar yaitu agar 

mahasiswa dapat: 

BAB VI 

SERIKAT PEKERJA 
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1. Memahami Definisi Serikat Pekerja 

2. Mengidentifikasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di 

Indonesia Dalam Melindungi Serikat Pekerja 

3. Memahami Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Di 

Indonesia Dalam Melindungi Hak Kebebasan Berserikat 

Bagi Pekerja/Buruh Yang Berlaku Saat Ini. 

 

         MATERI PEMBELAJARAN 

1. Definisi Serikat Pekerja  

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia Dalam 

Melindungi Serikat Pekerja 

3. Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Di Indonesia Dalam 

Melindungi Hak Kebebasan Berserikat Bagi 

Pekerja/Buruh Yang Berlaku Saat Ini 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Definisi Serikat Pekerja 

 

Serikat pekerja, sering juga disebut sebagai serikat 

buruh, merupakan organisasi yang dibentuk oleh 

sekelompok pekerja dengan tujuan untuk melindungi dan 

memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di tempat 

kerja. Serikat pekerja bertujuan untuk meningkatkan kondisi 

kerja, memperjuangkan upah yang adil, serta menyediakan 

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang 

tidak adil. Dalam banyak kasus, serikat pekerja juga berperan 

sebagai mediator antara pekerja dan manajemen dalam 

proses negosiasi untuk menetapkan persyaratan kontrak 

kerja. Definisi serikat pekerja mencakup keragaman metode 

dan strategi yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan 

mereka, seperti mogok kerja, negosiasi kontrak, dan 
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advokasi politik untuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih 

adil. 

Serikat pekerja, sering disebut sebagai serikat buruh, 

merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok 

pekerja dengan tujuan untuk melindungi dan 

memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di tempat 

kerja. Dalam konteks ini, serikat pekerja berperan sebagai 

wadah bagi anggotanya untuk bersatu dan mengatasi 

ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan 

pengusaha. Fokus utama dari serikat pekerja mencakup 

peningkatan kondisi kerja, perundingan gaji dan tunjangan, 

serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja 

yang tidak adil. 

Serikat pekerja juga memiliki peran dalam advokasi 

untuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik dan lebih 

adil. Mereka dapat terlibat dalam aksi mogok kerja, 

demonstrasi, dan kegiatan politik untuk memperjuangkan 

hak-hak pekerja secara lebih luas. Melalui solidaritas dan 

kekuatan bersama, serikat pekerja dapat menjadi agen 

perubahan yang signifikan dalam memperjuangkan 

kesejahteraan pekerja dan mencapai keadilan di tempat 

kerja. 

 

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia Dalam 

Melindungi Serikat Pekerja 

 

Di Indonesia, kebijakan formulasi hukum pidana 

bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan serikat 

pekerja sebagai bagian dari upaya untuk memastikan 

keadilan di dunia ketenagakerjaan. Hukum pidana memiliki 

peran penting dalam menetapkan sanksi atau hukuman 

terhadap pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dan 

aktivitas serikat pekerja. Dalam rangka melindungi serikat 

pekerja, hukum pidana dapat mencakup ketentuan-

ketentuan yang melarang tindakan diskriminatif terhadap 
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anggota serikat, upaya pelarangan pembentukan serikat, 

serta tindakan intimidasi terhadap aktivitas serikat pekerja. 

Salah satu undang-undang yang melibatkan aspek 

pidana dalam melindungi serikat pekerja di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. Dalam undang-undang ini, terdapat 

pasal-pasal yang memberikan sanksi pidana terhadap 

pelanggaran hak-hak serikat pekerja, seperti ancaman atau 

tindakan kekerasan terhadap anggota serikat pekerja. 

Melalui kebijakan formulasi hukum pidana, pemerintah 

Indonesia berupaya memastikan bahwa serikat pekerja 

dapat beroperasi tanpa hambatan dan bahwa hak-hak 

mereka diakui dan dihormati. Pendekatan hukum pidana ini 

menjadi bagian integral dari sistem hukum yang menciptakan 

kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam melindungi hak 

dan kepentingan serikat pekerja di tingkat nasional. 

 

 

C. Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Di Indonesia Dalam 

Melindungi Hak Kebebasan Berserikat Bagi 

Pekerja/Buruh Yang Berlaku Saat Ini. 

 

Di Indonesia, kebijakan aplikasi hukum pidana 

menegaskan dan melindungi hak kebebasan berserikat bagi 

pekerja dan buruh. Salah satu dasar hukum yang 

menegaskan hal ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam undang-

undang ini, diatur bahwa setiap pekerja dan buruh memiliki 

hak untuk membentuk serikat pekerja atau bergabung dalam 

serikat pekerja yang sesuai dengan kehendaknya tanpa 

adanya tekanan atau campur tangan yang bersifat 

diskriminatif.  

Penerapan hukum pidana dalam melindungi hak 

kebebasan berserikat bagi pekerja dan buruh mencakup 

sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. 
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Contohnya, pasal-pasal yang melarang tindakan diskriminatif 

terhadap anggota serikat pekerja, ancaman atau tindakan 

kekerasan terhadap anggota serikat pekerja, serta upaya 

pelarangan pembentukan serikat pekerja. Penerapan 

kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang adil dan demokratis. Hukum pidana menjadi instrumen 

penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa 

setiap pelanggaran terhadap hak berserikat pekerja dan 

buruh mendapatkan respons hukum yang tegas dan adil. 

 

                RANGKUMAN 

 

Serikat pekerja, juga dikenal sebagai serikat buruh, adalah 

organisasi yang dibentuk oleh kelompok pekerja dengan 

tujuan utama untuk melindungi dan memperjuangkan hak 

dan kepentingan mereka di lingkungan kerja. Fokus utama 

serikat pekerja melibatkan perbaikan kondisi kerja, 

perundingan gaji, dan perlindungan terhadap pemutusan 

hubungan kerja yang tidak adil. Serikat pekerja berfungsi 

sebagai wadah bagi anggotanya untuk bersatu, memperoleh 

kekuatan kolektif, dan menghadapi ketidakseimbangan 

kekuasaan antara pekerja dan pengusaha. 

Selain itu, serikat pekerja juga terlibat dalam advokasi untuk 

perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. 

Melalui aksi mogok kerja, demonstrasi, dan partisipasi dalam 

kegiatan politik, serikat pekerja berusaha memperjuangkan 

hak-hak pekerja secara lebih luas. Solidaritas di antara 

anggotanya memungkinkan serikat pekerja menjadi agen 

perubahan yang berpengaruh, menciptakan dampak positif 

dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mencapai 

keadilan di tempat kerja. 
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                     LATIHAN 

 

Semoga soal-soal ini dapat memberikan pandangan yang 

lebih mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan 

serikat pekerja atau serikat buruh. Berikut adalah contoh 

soal latihan terkait serikat pekerja atau serikat buruh: 

1. Apa saja hak-hak yang dijamin oleh undang-undang 

kepada anggota serikat pekerja di Indonesia? 

2. Bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh serikat 

pekerja dalam perundingan gaji dan tunjangan dengan 

pihak pengusaha? 

3. Jelaskan peran serikat pekerja dalam advokasi politik dan 

berikan contoh kontribusi anggota dalam membentuk 

kebijakan ketenagakerjaan. 

4. Mengapa solidaritas di antara anggota serikat pekerja 

dianggap penting? Sebutkan dua contoh kasus di mana 

solidaritas mencapai perubahan positif. 

5. Jelaskan prosedur yang harus diikuti oleh serikat pekerja 

dalam merencanakan dan melaksanakan mogok kerja 

yang sah. 

6. Bagaimana seorang pemimpin serikat pekerja dapat 

memotivasi dan membimbing anggotanya untuk mencapai 

tujuan bersama? 

7. Mengapa keterampilan komunikasi yang efektif penting 

dalam konteks serikat pekerja? Berikan dua strategi untuk 

meningkatkan komunikasi di antara anggota serikat. 

8. Apa tindakan hukum yang dapat diambil oleh serikat 

pekerja untuk melindungi anggotanya dari tindakan 

diskriminatif atau pemecatan yang tidak adil? 

9. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi peran 

dan strategi serikat pekerja? Berikan contoh konkret. 

10. Rancang program pelatihan untuk meningkatkan 

kesadaran anggota serikat pekerja tentang hak-hak 

mereka dan peran serikat dalam lingkungan kerja. 
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                 GLOSARIUM 

 

Glosarium ini menyediakan definisi singkat untuk membantu 

pemahaman konsep-konsep terkait serikat pekerja atau 

serikat buruh. Tentu, berikut adalah glosarium singkat terkait 

dengan serikat pekerja atau serikat buruh: 

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Organisasi yang dibentuk 

oleh kelompok pekerja dengan tujuan melindungi dan 

memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja. 

2. Hak Berserikat: Hak konstitusional yang diberikan kepada 

pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat 

pekerja tanpa tekanan atau campur tangan diskriminatif. 

3. Negosiasi Ketenagakerjaan: Proses perundingan antara 

serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan 

kondisi kerja, gaji, dan tunjangan. 

4. Advokasi Politik: Upaya serikat pekerja untuk 

memengaruhi pembuatan kebijakan dan undang-undang 

ketenagakerjaan melalui partisipasi dalam kegiatan 

politik. 
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5. Solidaritas: Kesatuan dan dukungan bersama antara 

anggota serikat pekerja untuk mencapai tujuan bersama 

dan menghadapi tantangan di tempat kerja. 

6. Mogok Kerja: Tindakan kolektif pekerja untuk 

menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau 

kondisi kerja dengan menolak bekerja sementara. 

7. Kepemimpinan Serikat Pekerja: Peran pemimpin dalam 

membimbing, memotivasi, dan mewakili anggota serikat 

pekerja dalam perundingan dengan pengusaha. 

8. Keterampilan Komunikasi: Kemampuan untuk efektif 

menyampaikan dan menerima informasi di dalam serikat 

pekerja, baik dengan anggota maupun pihak eksternal. 

9. Perlindungan Hukum: Langkah-langkah hukum yang 

diambil untuk melindungi anggota serikat pekerja dari 

tindakan diskriminatif atau pemecatan yang tidak adil. 

10. Pengaruh Teknologi: Dampak perkembangan teknologi 

terhadap peran dan strategi serikat pekerja dalam 

mengatasi perubahan di dunia kerja. 
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BAB VII MENGENAL GERAKAN BURUH 

 

             DESKRIPSI TOPIK 

 

Gerakan buruh adalah perwujudan perjuangan dan advokasi 

yang dilakukan oleh pekerja untuk melindungi dan 

meningkatkan hak-hak mereka di lingkungan kerja. Gerakan 

ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan, 

eksploitasi, dan kondisi kerja yang tidak adil. Pada umumnya, 

gerakan buruh melibatkan pembentukan serikat pekerja 

atau asosiasi yang bertujuan untuk mewakili kepentingan 

kolektif para pekerja. Serikat pekerja memainkan peran 

kunci dalam negosiasi dengan pengusaha, memperjuangkan 

upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan manfaat 

lainnya. Selain itu, gerakan buruh dapat menyuarakan 

tuntutan sosial dan politik, memperjuangkan kebijakan yang 

mendukung kepentingan pekerja, dan melibatkan diri dalam 

protes atau mogok sebagai bentuk penolakan terhadap 

kondisi kerja yang tidak adil. Meskipun gerakan buruh 

memiliki sejarah panjang dan prestasi yang signifikan dalam 

mendorong perubahan sosial dan ekonomi, tantangan baru 

muncul seiring dengan dinamika ekonomi global dan 

transformasi teknologi. Pemahaman mendalam tentang 

gerakan buruh menjadi penting untuk menghargai peran 

penting mereka dalam membentuk hubungan 

ketenagakerjaan dan memperjuangkan hak-hak pekerja. 

 

BAB VII 

MENGENAL GERAKAN BURUH 
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     TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

   -  

Berikut adalah tujuan dari kegiatan belajar yaitu agar 

mahasiswa dapat: 

1. Memahami Gerakan Buruh 

2. Mengidentifikasi Jenis-Jenis Gerakan Buruh 

3. Memahami Hak-Hak Pekerja 

4. Memahami Perjuangan Untuk Gaji Dan Kondisi Kerja 

Yang Adil 

5. Memahami Partisipasi Dalam Perubahan Sosial Dan 

Ekonomi 

 

    MATERI PEMBELAJARAN 

   - 

1. Gerakan Buruh 

2. Jenis-Jenis Gerakan Buruh 

3. Pemahaman Hak-hak Pekerja 

4. Perjuangan untuk Gaji dan Kondisi Kerja yang Adil 

5. Partisipasi dalam Perubahan Sosial dan Ekonomi 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

   - 

A. Gerakan Buruh 

 

Gerakan buruh merujuk pada upaya kolektif para 

pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tempat 

kerja dan meningkatkan kondisi kerja secara keseluruhan. 

Gerakan ini mencakup berbagai bentuk aksi, seperti 

pembentukan serikat pekerja, mogok kerja, dan advokasi 

politik. Salah satu tujuan utama dari gerakan buruh adalah 

menegakkan hak-hak pekerja, termasuk upah yang adil, 

kondisi kerja yang aman, serta perlindungan terhadap 



 

 Ekonomi Sumber Daya dan Ketenagakerjaan |77 

pelecehan atau diskriminasi di tempat kerja. Seiring 

perkembangan sejarah, gerakan buruh telah memainkan 

peran krusial dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan 

dan mendorong perubahan sosial. Pada umumnya, gerakan 

buruh berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan peran 

yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan, serta untuk 

memastikan bahwa kepentingan pekerja diakui dan 

dihormati oleh pihak pengusaha dan pemerintah. 

Di berbagai negara, gerakan buruh juga terlibat dalam 

aksi-aksi yang bersifat internasional, seperti kampanye untuk 

hak-hak pekerja global dan advokasi untuk standar 

ketenagakerjaan yang adil di seluruh dunia. Melalui 

solidaritas dan aksi bersama, gerakan buruh terus berperan 

penting dalam membentuk landscape ketenagakerjaan dan 

memperjuangkan keadilan di tempat kerja. Melalui 

solidaritas dan aksi bersama, gerakan buruh memiliki peran 

sentral dalam mengubah tata kelola ketenagakerjaan dan 

memperjuangkan keadilan di tempat kerja. Solidaritas, 

sebagai dasar dari persatuan dalam gerakan buruh, 

memungkinkan para pekerja untuk bersatu guna mencapai 

tujuan bersama, seperti peningkatan kondisi kerja, hak-hak 

pekerja yang lebih baik, dan upah yang adil. 

Aksi bersama melibatkan berbagai bentuk aktivitas, 

mulai dari mogok kerja hingga kampanye advokasi, yang 

bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat, pihak 

pengusaha, dan pemerintah terhadap isu-isu penting yang 

dihadapi oleh para pekerja. Dengan melakukan aksi 

bersama, gerakan buruh dapat memberikan tekanan untuk 

mengubah kebijakan ketenagakerjaan yang tidak adil, serta 

memastikan bahwa kepentingan pekerja diperhitungkan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi dan sosial. Dengan 

berperan aktif dalam membentuk lanskap ketenagakerjaan, 

gerakan buruh menjadi suara yang kuat dalam 

memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan 

lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Dengan terus bersatu 
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melalui solidaritas, gerakan buruh memiliki potensi untuk 

mencapai perubahan positif yang signifikan dalam dunia 

ketenagakerjaan dan membangun masyarakat yang lebih 

berkeadilan. 

 

B. Jenis-Jenis Gerakan Buruh 

 

Gerakan buruh memiliki beragam jenis yang 

mencerminkan strategi dan tujuan yang berbeda-beda. 

Pertama, terdapat serikat pekerja, yang merupakan 

organisasi utama dalam gerakan buruh. Serikat pekerja 

bertujuan membela hak-hak pekerja, bernegosiasi untuk 

kondisi kerja yang lebih baik, dan memberikan dukungan 

kolektif kepada anggotanya. Kedua, mogok kerja adalah jenis 

gerakan yang melibatkan penolakan kolektif pekerja untuk 

bekerja sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang 

tidak memuaskan. Mogok kerja bisa bersifat sektoral atau 

nasional, tergantung pada ruang lingkup tuntutan pekerja. 

Selain itu, kampanye advokasi adalah jenis gerakan 

buruh yang fokus pada penyampaian pesan atau tuntutan 

melalui aksi-aksi yang lebih luas, seperti demonstrasi atau 

kampanye sosial media. Kampanye semacam ini bertujuan 

untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan menarik 

perhatian pada isu-isu ketenagakerjaan. Gerakan buruh juga 

dapat bersifat internasional, di mana serikat pekerja dari 

berbagai negara bekerja bersama untuk memperjuangkan 

hak-hak pekerja global dan mengatasi isu-isu 

ketenagakerjaan lintas batas. Dalam konteks global, ada juga 

gerakan buruh yang fokus pada isu-isu khusus, seperti 

perlindungan hak pekerja migran atau ketidaksetaraan 

gender di tempat kerja. Kesemuanya ini mencerminkan 

keragaman gerakan buruh dan kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan 

dalam dunia ketenagakerjaan. 
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C. Pemahaman Hak-Hak Pekerja 

 

Pemahaman hak-hak pekerja merupakan pondasi kritis 

dalam mewujudkan kondisi kerja yang adil dan 

berkelanjutan. Hal ini mencakup pengetahuan mendalam 

tentang hak-hak dasar, seperti hak untuk menerima upah 

yang setimpal dengan kontribusi, jam kerja yang wajar, dan 

kondisi kerja yang aman. Pekerja juga berhak untuk 

membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja dan 

terlibat dalam aktivitas perundingan kolektif. Pemahaman 

hak-hak pekerja juga mencakup kesadaran akan hak-hak 

anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap pelecehan di 

tempat kerja. Dengan memahami hak-hak ini, pekerja dapat 

mengadvokasi kepentingan mereka sendiri dan 

berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan yang memengaruhi kondisi kerja mereka. Selain 

itu, pemahaman hak-hak pekerja memberikan landasan bagi 

upaya serikat pekerja dan organisasi advokasi untuk 

melindungi dan meningkatkan kondisi pekerja secara 

keseluruhan. Ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, 

di mana setiap pekerja memiliki pengetahuan dan 

kepercayaan diri untuk menuntut hak-hak mereka dengan 

keyakinan bahwa keadilan di tempat kerja dapat diwujudkan. 

 

D. Perjuangan Untuk Gaji dan Kondisi Kerja Yang Adil 

 

Perjuangan untuk gaji dan kondisi kerja yang adil 

merupakan pusat dari upaya-upaya gerakan buruh untuk 

memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. 

Melibatkan tuntutan untuk upah yang setimpal dengan 

kontribusi, perjuangan ini juga mencakup peningkatan 

kondisi kerja yang memastikan keamanan, kesehatan, dan 

keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan 
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pribadi. Serikat pekerja dan kelompok advokasi mengemban 

peran penting dalam merumuskan tuntutan dan memimpin 

perundingan dengan pengusaha guna mencapai 

kesepakatan yang adil. Perjuangan ini melibatkan 

serangkaian langkah, mulai dari protes dan mogok hingga 

partisipasi dalam perundingan kolektif dan peningkatan 

kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka. Upaya ini juga 

mencakup pemantauan terhadap kebijakan 

ketenagakerjaan dan keberlanjutan inisiatif untuk 

meningkatkan kondisi kerja di berbagai sektor industri. 

Dengan menegaskan pentingnya upah dan kondisi kerja yang 

adil, gerakan buruh berupaya memastikan bahwa pekerja 

dapat menikmati standar hidup yang layak dan bahwa 

keberlanjutan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan 

masyarakat. 

 

E. Partisipasi dalam Perubahan Sosial dan Ekonomi 

 

Partisipasi dalam perubahan sosial dan ekonomi 

mencerminkan peran kritis pekerja dalam membentuk 

masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pekerja yang 

aktif terlibat dalam perubahan ini memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi kebijakan dan praktik-praktik perusahaan 

yang memengaruhi kehidupan mereka. Melibatkan diri dalam 

organisasi buruh, serikat pekerja, atau kelompok advokasi, 

pekerja dapat memberikan suara mereka untuk 

menyuarakan isu-isu seperti kesetaraan, keadilan, dan hak-

hak pekerja. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada tempat 

kerja, tetapi juga melibatkan keterlibatan dalam perubahan 

sosial yang lebih luas, termasuk advokasi untuk kebijakan 

publik yang mendukung kepentingan pekerja dan 

masyarakat secara umum. Dengan menyatukan suara 

mereka, pekerja dapat menciptakan momentum untuk 

reformasi ekonomi dan sosial yang positif, memastikan 

distribusi kekayaan dan keadilan yang lebih baik di seluruh 
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masyarakat. Dengan partisipasi aktif dalam perubahan sosial 

dan ekonomi, pekerja menjadi agen perubahan yang dapat 

membentuk arah dan nilai-nilai masyarakat yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

 

                RANGKUMAN 

 

Gerakan buruh merupakan upaya kolektif para pekerja untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja dan 

mencapai kondisi kerja yang lebih adil. Gerakan ini 

melibatkan berbagai jenis aksi, di antaranya adalah 

pembentukan serikat pekerja yang bertujuan melindungi dan 

memperjuangkan hak pekerja, mogok kerja sebagai bentuk 

protes kolektif, dan kampanye advokasi untuk menyuarakan 

isu-isu ketenagakerjaan. Selain itu, gerakan buruh dapat 

bersifat internasional dengan fokus pada hak-hak pekerja 

global atau isu-isu khusus seperti perlindungan pekerja 

migran dan kesetaraan gender di tempat kerja. Solidaritas 

dan aksi bersama menjadi kunci dalam mengubah lanskap 

ketenagakerjaan, memastikan bahwa suara pekerja 

didengar, dan mencapai keadilan di lingkungan kerja. 

 

                    LATIHAN 

 

Semoga soal-soal ini dapat berguna untuk latihan dan 

pemahaman lebih lanjut tentang gerakan buruh. Berikut 

adalah beberapa contoh soal latihan terkait gerakan buruh 

tanpa menggunakan bintang-bintang: 

1. Apa yang dimaksud dengan "mogok kerja," dan jelaskan 

bagaimana mogok kerja dapat menjadi strategi efektif 

dalam gerakan buruh? 

2. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis tindakan atau strategi 

yang sering dilibatkan dalam kampanye advokasi gerakan 

buruh. 
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3. Apa perbedaan utama antara serikat pekerja dan 

kampanye advokasi dalam konteks gerakan buruh? 

Berikan contoh konkret untuk masing-masing. 

4. Mengapa solidaritas di antara anggota serikat pekerja 

dianggap krusial dalam mencapai tujuan gerakan buruh? 

Sebutkan dua alasan utama. 

5. Jelaskan bagaimana gerakan buruh dapat bersifat 

internasional, dan berikan satu contoh aksi atau 

kampanye gerakan buruh dengan dampak global. 

6. Apa peran advokasi politik dalam gerakan buruh, dan 

mengapa hal ini penting untuk memperjuangkan hak-hak 

pekerja? 

7. Sebutkan dan jelaskan dua isu khusus dalam dunia 

ketenagakerjaan yang dapat menjadi fokus gerakan 

buruh. 

8. Bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat 

efektif dalam kampanye gerakan buruh? Berikan contoh 

kampanye yang sukses melalui media sosial. 

9. Bagaimana globalisasi memengaruhi gerakan buruh, dan 

bagaimana gerakan buruh menyesuaikan diri dengan 

tantangan yang muncul akibat globalisasi? 

10. Rancang rencana singkat untuk kampanye advokasi 

gerakan buruh di tingkat lokal dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu 

ketenagakerjaan. 
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                GLOSARIUM 

 

Glosarium ini menyediakan definisi singkat untuk membantu 

memahami konsep-konsep terkait gerakan buruh. Berikut 

adalah glosarium singkat terkait gerakan buruh: 

1. Gerakan Buruh, Upaya bersama para pekerja untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja, sering 

kali melalui pembentukan serikat pekerja dan berbagai 

tindakan kolektif. 

2. Mogok Kerja, Tindakan di mana pekerja menolak bekerja 

sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang tidak 

memuaskan atau untuk menuntut hak-hak tertentu. 
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3. Serikat Pekerja, Organisasi yang dibentuk oleh pekerja 

untuk melindungi hak-hak mereka, bernegosiasi dengan 

pengusaha, dan memperjuangkan kondisi kerja yang lebih 

baik. 

4. Kampanye Advokasi, Upaya para pekerja atau serikat 

pekerja untuk mempengaruhi opini publik atau pembuat 

kebijakan melalui berbagai aksi, seperti demonstrasi, 

petisi, atau kampanye media. 

5. Solidaritas, Kesatuan dan dukungan bersama di antara 

pekerja atau anggota serikat pekerja untuk mencapai 

tujuan bersama, termasuk peningkatan kondisi kerja. 

6. Advokasi Politik, Partisipasi gerakan buruh dalam kegiatan 

politik untuk memperjuangkan kebijakan yang 

mendukung hak-hak pekerja. 

7. Globalisasi, Pengaruh perubahan ekonomi, sosial, dan 

politik global terhadap kondisi kerja dan strategi gerakan 

buruh. 

8. Perlindungan Hukum, Tindakan hukum yang diambil oleh 

gerakan buruh untuk melindungi pekerja dari diskriminasi 

atau tindakan yang tidak adil. 

9. Ketenagakerjaan Internasional, Kerjasama antar serikat 

pekerja dari berbagai negara untuk memperjuangkan hak-

hak pekerja di tingkat global. 

10. Isu Khusus, Fokus gerakan buruh pada aspek 

tertentu, seperti hak pekerja migran, kesetaraan gender di 

tempat kerja, atau isu-isu ketenagakerjaan yang spesifik. 
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BAB VIII PERENCANAAN TENAGA KERJA 

 

               DESKRIPSI TOPIK 

 

Perencanaan tenaga kerja adalah disiplin yang terfokus pada 

pengelolaan dan pengaturan kebutuhan sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi atau sektor ekonomi. Topik 

ini melibatkan proses strategis untuk memastikan bahwa 

organisasi memiliki jumlah pekerja yang sesuai dengan 

kebutuhan operasionalnya. Ini melibatkan identifikasi 

kebutuhan keterampilan, analisis pasar tenaga kerja, dan 

perencanaan rekrutmen serta pelatihan. Perencanaan 

tenaga kerja juga mencakup proyeksi kebutuhan masa 

depan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, dan demografi. 

Selain itu, topik ini mengeksplorasi strategi pengelolaan 

kinerja, retensi bakat, dan pengembangan karyawan untuk 

memastikan organisasi memiliki tim yang produktif dan 

berkompeten. Dengan perencanaan tenaga kerja yang 

efektif, organisasi dapat menghadapi tantangan dinamika 

pasar tenaga kerja dan membangun fondasi yang kuat untuk 

pencapaian tujuan jangka panjang mereka. 

 

      TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

   -  

Berikut Adalah Tujuan Dari Kegiatan Belajar Yaitu Agar 

Mahasiswa Dapat: 

1. Memahami Pengertian Perencanaan Ketenagakerjaan 

BAB VIII 

PERENCANAAN TENAGA KERJA 
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2. Mengidentifikasi Tujuan Perencanaan Tenagakerja 

3. Memahami Manfaat Perencanaan Tenagakerja 

4. Memahami Prinsip Pengelolaan Tenagakerja 

5. Memahami Desain Pekerja 

6. Memahami Kebijakan Hubungan Kerja 

7. Memahami Kerja Musiman. 

 

      MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Perencanaan Ketenagakerjaan 

2. Tujuan Perencanaan Tenagakerja 

3. Manfaat Perencanaan Tenagakerja 

4. Prinsip Pengelolaan Tenagakerja 

5. Desain Pekerja 

6. Kebijakan Hubungan Kerja 

7. Kerja Musiman. 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

A. Pengertian Perencanaan Ketenagakerjaan 

 

Perencanaan tenaga kerja merupakan langkah kritis 

dalam manajemen sumber daya manusia suatu organisasi. 

Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, 

penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 

Tahapan awal perencanaan tenaga kerja melibatkan analisis 

kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan 

organisasi atau perubahan kebijakan. Selanjutnya, 

perencanaan ini menetapkan kriteria seleksi untuk 

memastikan bahwa individu yang direkrut memenuhi 

kompetensi dan keterampilan yang diperlukan. Perencanaan 

tenagakerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan 

dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan 

program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. 
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Dalam merencanakan tenaga kerja, faktor-faktor 

seperti perubahan teknologi, dinamika pasar, dan regulasi 

ketenagakerjaan juga perlu dipertimbangkan. Proses ini juga 

memperhitungkan pengembangan karier karyawan yang 

sudah ada dalam organisasi, dengan memberikan peluang 

pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, 

perencanaan tenaga kerja melibatkan analisis risiko terkait 

kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Organisasi perlu 

memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang 

cukup untuk mengatasi beban kerja, sambil tetap efisien dan 

produktif. Sebaliknya, menghindari kelebihan tenaga kerja 

dapat mencegah biaya yang tidak perlu. 

Peran teknologi juga semakin penting dalam 

perencanaan tenaga kerja modern. Sistem manajemen 

sumber daya manusia (HRM) dan perangkat lunak analisis 

data membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren 

karyawan, kebutuhan pelatihan, dan potensi talenta internal. 

Dengan merinci perencanaan tenaga kerja secara 

menyeluruh, organisasi dapat memastikan bahwa mereka 

memiliki tim yang terampil, berkompeten, dan siap 

menghadapi tantangan masa depan. Proses ini tidak hanya 

berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga 

mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang dan 

keberlanjutan organisasi. 

 

B. Tujuan Perencanaan Tenaga Kerja 

 

Tujuan utama dari perencanaan tenaga kerja adalah 

memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan 

kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

strategisnya. Dengan merinci tujuan ini, perencanaan tenaga 

kerja membantu organisasi untuk mencapai efisiensi 

operasional, meningkatkan produktivitas, dan 

mengoptimalkan kinerja keseluruhan. Selain itu, 

perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk mengidentifikasi 
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dan mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang 

dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuan bisnisnya. 

Tujuan perencanaan tenaga kerja juga melibatkan 

aspek pengembangan karyawan. Proses ini memungkinkan 

organisasi untuk merencanakan pelatihan dan 

pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan, sehingga mereka 

dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang terus 

berkembang. Selain itu, perencanaan tenaga kerja 

membantu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan 

mendukung, yang dapat meningkatkan retensi karyawan dan 

kepuasan kerja. 

Selain manfaat internal, perencanaan tenaga kerja juga 

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti 

perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan dinamika 

industri. Dengan merencanakan tenaga kerja secara proaktif, 

organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan 

lingkungan yang dapat memengaruhi kebutuhan sumber 

daya manusia. Dengan demikian, tujuan perencanaan 

tenaga kerja adalah menciptakan fondasi yang kokoh bagi 

keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang organisasi 

melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif, 

fleksibel, dan berfokus pada pertumbuhan. 

 

C. Manfaat Perencanaan Tenaga Kerja 

 

Perencanaan tenaga kerja membawa sejumlah 

manfaat signifikan bagi suatu organisasi. Pertama-tama, 

perencanaan tenaga kerja memungkinkan organisasi untuk 

mengantisipasi dan merespons dengan cepat terhadap 

perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan merinci 

kebutuhan tenaga kerja yang akan datang, organisasi dapat 

mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan 

karyawan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk 
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menyeimbangkan angka karyawan. Manfaat lainnya 

termasuk peningkatan efisiensi operasional. Dengan 

merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara cermat, 

organisasi dapat memastikan bahwa jumlah karyawan yang 

tepat dengan keterampilan yang sesuai ada di tempat yang 

tepat pada waktu yang tepat. Hal ini dapat mengurangi biaya 

yang terkait dengan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, 

meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kinerja 

keseluruhan. 

Perencanaan tenaga kerja juga memberikan manfaat 

dalam hal pengembangan karyawan. Proses ini 

memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan, sehingga karyawan dapat 

diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan mereka 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berkembang. 

Dengan demikian, perencanaan tenaga kerja tidak hanya 

berfokus pada kebutuhan organisasi saat ini, tetapi juga 

memberikan landasan untuk pertumbuhan dan 

pengembangan karyawan secara berkelanjutan.  

Selain itu, perencanaan tenaga kerja dapat 

meningkatkan kepuasan karyawan dan retensi tenaga kerja. 

Dengan memberikan gambaran jelas mengenai peluang 

karier dan pengembangan, organisasi dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang stabil dan mendukung. Ini dapat 

membantu mendorong loyalitas karyawan, mengurangi 

turnover, dan menjaga keberlanjutan sumber daya manusia 

yang berharga. Secara keseluruhan, manfaat perencanaan 

tenaga kerja mencakup ketahanan terhadap perubahan, 

efisiensi operasional, pengembangan karyawan, kepuasan 

tenaga kerja, dan retensi yang dapat membantu organisasi 

mencapai tujuan bisnisnya secara berkelanjutan. 
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D. Prinsip Pengelolaan Tenaga Kerja 

 

Pengelolaan tenaga kerja merupakan aspek kunci 

dalam manajemen sumber daya manusia, dan ada beberapa 

prinsip yang menjadi landasan dalam proses ini. Pertama, 

prinsip kebutuhan organisasi harus selalu menjadi fokus 

utama. Pengelolaan tenaga kerja harus berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan spesifik organisasi untuk mencapai 

tujuan bisnisnya. Identifikasi kebutuhan ini melibatkan 

perencanaan yang cermat dan analisis mendalam terhadap 

sumber daya manusia yang diperlukan. Kedua, prinsip 

keadilan dan kesetaraan adalah hal yang penting. 

Pengelolaan tenaga kerja harus dilakukan dengan 

memastikan adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap 

semua karyawan. Ini mencakup proses seleksi, 

pengembangan karier, dan pengakuan atas kontribusi setiap 

individu. Prinsip ini menciptakan lingkungan kerja yang 

inklusif dan mendukung diversitas. 

Selanjutnya, prinsip keterlibatan karyawan juga 

memegang peranan penting. Pengelolaan tenaga kerja yang 

efektif melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, 

memberikan kesempatan untuk memberikan masukan, dan 

mempromosikan komunikasi dua arah. Keterlibatan 

karyawan tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan 

kerja, tetapi juga memperkaya proses pengambilan 

keputusan organisasi. Prinsip transparansi adalah landasan 

lainnya. Informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan 

keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja harus 

disampaikan dengan jelas kepada semua karyawan. 

Transparansi menciptakan kepercayaan di antara karyawan 

dan manajemen, mempromosikan komunikasi terbuka, dan 

mengurangi ketidakpastian. Terakhir, prinsip pengembangan 

dan pembinaan karyawan memainkan peran krusial. 

Manajemen tenaga kerja harus mendorong pertumbuhan 

dan perkembangan profesional karyawan melalui pelatihan, 
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pengembangan keterampilan, dan program pembinaan. 

Dengan memberikan dukungan ini, organisasi dapat 

menciptakan tim yang terampil, berkompeten, dan siap 

menghadapi tantangan masa depan. Dengan mematuhi 

prinsip-prinsip ini, pengelolaan tenaga kerja dapat menjadi 

lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian 

tujuan strategis organisasi. 

 

E. Desain Pekerja 

 

Desain pekerjaan adalah proses merancang tugas, 

tanggung jawab, dan struktur pekerjaan untuk 

memaksimalkan efisiensi dan kinerja karyawan. Prinsip-

prinsip desain pekerjaan melibatkan penciptaan lingkungan 

kerja yang memadai, pemisahan tugas sesuai keahlian, serta 

memberikan tantangan yang sesuai dengan keterampilan 

karyawan. Tujuan utama desain pekerjaan adalah 

meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan 

kesejahteraan karyawan. Salah satu aspek penting dalam 

desain pekerjaan adalah pengenalan variasi dan 

keberagaman tugas. Pekerjaan yang terlalu monoton dapat 

menyebabkan kejenuhan, sedangkan tugas yang terlalu 

rumit tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan 

stres. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi 

karyawan, desain pekerjaan dapat menciptakan variasi tugas 

yang memotivasi dan memberikan kesempatan untuk 

pengembangan keterampilan. 

Selain itu, desain pekerjaan juga mencakup 

pemahaman terhadap aliran kerja dan struktur organisasi. 

Pemisahan tugas yang tepat dan pengaturan alur kerja yang 

efisien dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

mengurangi hambatan operasional, dan meningkatkan 

responsibilitas individu. Desain pekerjaan yang baik juga 

mempertimbangkan fleksibilitas, memberikan ruang bagi 

adaptasi terhadap perubahan tuntutan pekerjaan atau 
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kebijakan organisasi. Aspek ergonomi juga menjadi 

pertimbangan penting dalam desain pekerjaan. Posisi kerja, 

peralatan, dan lingkungan kerja harus dirancang untuk 

meminimalkan kelelahan fisik dan mental, serta mendukung 

kesejahteraan karyawan. Dengan menciptakan kondisi kerja 

yang nyaman dan aman, desain pekerjaan dapat 

berkontribusi pada kesehatan jangka panjang karyawan. 

Pentingnya desain pekerjaan sebagai strategi 

manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari 

dampaknya pada motivasi, retensi karyawan, dan efisiensi 

organisasi secara keseluruhan. Dengan merancang 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

karyawan, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya 

sambil menciptakan lingkungan kerja yang memadai dan 

memotivasi. 

 

F. Kebijakan Hubungan Kerja 

 

Kebijakan Hubungan Kerja adalah panduan resmi yang 

dibuat oleh suatu organisasi untuk mengatur interaksi dan 

dinamika antara manajemen dan karyawan. Kebijakan ini 

mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi, 

penyelesaian konflik, hak dan kewajiban karyawan, serta 

norma-norma etika yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang 

terlibat. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, 

kebijakan hubungan kerja dapat mencakup aturan terkait 

komunikasi terbuka, mekanisme penyelesaian sengketa, dan 

hak serta tanggung jawab karyawan.  

Menurut Robbins dan Judge (2018), kebijakan 

hubungan kerja merupakan instrumen penting dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. 

Dengan memiliki panduan yang jelas, organisasi dapat 

menghindari ketidakpastian dan konflik yang mungkin timbul 

akibat interpretasi yang berbeda terhadap norma-norma 

perusahaan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu 
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menciptakan iklim kerja yang adil dan transparan, 

memperkuat kepercayaan antara manajemen dan karyawan. 

 

G. Kerja Musiman. 

 

Kerja musiman merujuk pada pekerjaan yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu, seringkali terkait dengan 

musim tertentu atau kebutuhan proyek tertentu. Pekerja 

musiman biasanya dipekerjakan untuk jangka waktu yang 

singkat dan tidak memiliki hubungan kerja yang permanen 

dengan perusahaan. Jenis pekerjaan ini umumnya 

melibatkan sektor pertanian, pariwisata, atau industri yang 

dipengaruhi oleh perubahan musim. Sebagai contoh, pekerja 

musiman di sektor pertanian mungkin terlibat dalam 

kegiatan penanaman atau panen selama musim tertentu. 

Menurut U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), pekerja 

musiman adalah bagian integral dari ekonomi di banyak 

negara. Pekerja musiman seringkali diperlukan untuk 

mengatasi lonjakan pekerjaan yang terkait dengan 

perubahan musim atau kegiatan bisnis khusus. Meskipun 

pekerja musiman sering kali tidak mendapatkan manfaat 

atau keamanan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan 

yang bersifat permanen, mereka tetap berperan penting 

dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sementara. 

 

               RANGKUMAN 

 

Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses penting 

dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, 

dan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

strategisnya. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan 

tenaga kerja, penarikan, seleksi, pelatihan, dan 

pengembangan karyawan. Perencanaan tenaga kerja tidak 

hanya memperhitungkan kebutuhan saat ini tetapi juga 
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meramalkan pertumbuhan dan perubahan organisasi di 

masa depan. Faktor-faktor seperti perubahan teknologi, 

dinamika pasar, dan regulasi ketenagakerjaan juga 

diperhitungkan dalam perencanaan ini. Dengan merinci 

perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh, organisasi 

dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang 

terampil, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan 

masa depan, sambil menciptakan lingkungan kerja yang 

stabil dan mendukung. Proses ini juga melibatkan 

pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen sumber 

daya manusia (HRM) dan analisis data, untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih efisien dan tepat waktu. 

Perencanaan tenaga kerja, dengan demikian, tidak hanya 

menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan sumber daya 

manusia tetapi juga untuk mencapai tujuan bisnis jangka 

panjang organisasi. 

 

                    LATIHAN 

 

Soal-soal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendiskusikan konsep-konsep kunci dalam perencanaan 

tenaga kerja dan merangsang pemahaman lebih lanjut 

tentang topik tersebut. Berikut adalah beberapa contoh soal 

perencanaan tenaga kerja: 

1. Jelaskan pentingnya perencanaan tenaga kerja dalam 

konteks manajemen sumber daya manusia! 

2. Apa perbedaan antara perencanaan tenaga kerja jangka 

pendek dan jangka panjang? Berikan contoh situasi di 

mana masing-masing diperlukan. 

3. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi 

perencanaan tenaga kerja di era digital? 

4. Apakah dampak kebijakan perusahaan terhadap 

fleksibilitas kerja terhadap perencanaan tenaga kerja? 

5. Jelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan 

analisis kebutuhan tenaga kerja. 
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6. Bagaimana organisasi dapat memitigasi risiko 

kekurangan tenaga kerja atau surplus tenaga kerja? 

Berikan strategi yang dapat diterapkan. 

7. Mengapa perencanaan suksesi penting dalam 

perencanaan tenaga kerja, dan bagaimana hal itu dapat 

meningkatkan keberlanjutan organisasi? 

8. Dalam konteks globalisasi, bagaimana perencanaan 

tenaga kerja dapat mempertimbangkan kebutuhan untuk 

karyawan dengan keahlian internasional 

9. Bagaimana teknologi dan analisis data dapat digunakan 

untuk mendukung perencanaan tenaga kerja yang 

efektif? 

10. Apa peran transparansi dalam kebijakan perencanaan 

tenaga kerja, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi 

kepuasan karyawan? 
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               GLOSARIUM 

 

Glosarium ini mencakup beberapa konsep kunci yang terkait 

dengan perencanaan tenaga kerja dan dapat membantu 

dalam memahami istilah-istilah yang umumnya digunakan 

dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Berikut 

adalah beberapa istilah yang umum digunakan dalam 

konteks perencanaan tenaga kerja beserta glosariumnya: 

1. Perencanaan Tenaga Kerja (Workforce Planning), Proses 

sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki 

jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan strategisnya. 

2. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja (Workforce Needs 

Analysis), Proses identifikasi dan evaluasi kebutuhan 

karyawan, baik dalam hal jumlah maupun keterampilan, 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Seleksi Karyawan (Employee Selection), Proses pemilihan 

karyawan yang paling sesuai dengan kriteria dan 

kebutuhan pekerjaan tertentu. 

4. Pelatihan dan Pengembangan (Training and 

Development). Kegiatan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat 

mencapai kinerja yang lebih baik. 

5. Kompensasi dan Manfaat (Compensation and Benefits). 

Seluruh paket remunerasi yang diberikan kepada 

karyawan, termasuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. 

6. Keragaman Tenaga Kerja (Workforce Diversity). Adanya 

variasi dalam hal karakteristik seperti jenis kelamin, 

etnisitas, usia, dan latar belakang karyawan di suatu 

organisasi. 
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7. Pengelolaan Kinerja (Performance Management). Proses 

pengukuran, evaluasi, dan pengembangan kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 

8. Keseimbangan Kehidupan Kerja (Work-Life Balance). 

Upaya untuk menciptakan harmoni antara pekerjaan dan 

kehidupan pribadi karyawan. 

9. Rotasi Pekerjaan (Job Rotation). Praktek memindahkan 

karyawan ke berbagai tugas atau posisi dalam organisasi 

untuk meningkatkan keterampilan mereka dan 

memberikan pengalaman yang beragam. 

10. Outsourcing. Penggunaan pihak eksternal untuk 

melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang 

sebelumnya dihandle oleh karyawan internal. 

11. Karyawan Kontrak (Contract Employees). Individu yang 

dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk 

proyek-proyek spesifik. 
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BAB IX PENGUPAHAN BURUH DI INDONESIA 

 

              DESKRIPSI TOPIK 

 

Pengupahan buruh di Indonesia adalah topik yang 

mencerminkan kompleksitas dinamika pasar tenaga kerja di 

negara ini. Sistem pengupahan di Indonesia didasarkan pada 

upaya untuk menyediakan gaji yang adil bagi pekerja yang 

mencerminkan biaya hidup di berbagai daerah. Meskipun 

terdapat upaya untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) guna 

menciptakan standar gaji minimum, tantangan masih ada 

dalam memastikan bahwa pengupahan ini mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Faktor-faktor seperti 

tingkat inflasi, biaya hidup yang berbeda di setiap wilayah, 

dan pertimbangan perusahaan dalam mengatasi tantangan 

ekonomi dapat memengaruhi proses penetapan gaji. 

Pemerintah dan serikat pekerja berperan penting dalam 

perundingan dan penetapan kebijakan pengupahan. 

Pemahaman mendalam tentang mekanisme pengupahan 

buruh di Indonesia menjadi krusial untuk merumuskan 

kebijakan yang memastikan keadilan ekonomi, perlindungan 

pekerja, dan kontribusi positif terhadap tingkat 

kesejahteraan nasional. 

 

 

 

 

BAB IX 

PENGUPAHAN BURUH DI INDONESIA 
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      TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

   -  

Berikut Adalah Tujuan Dari Kegiatan Belajar Yaitu Agar 

Mahasiswa Dapat: 

1. Memahami Konsep Upah 

2. Mengidentifikasi Jenis-Jenis Upah 

3. Memahami Cara Pembayaran Upah 

4. Memahami Sistem Upah Di Indonesia 

5. Memahami Pihak-Pihak Dalam Hubungan 

Ketenagakerjaan  

 

      MATERI PEMBELAJARAN 

1. Konsep Upah 

2. Jenis-Jenis Upah 

3.  Cara Pembayaran Upah 

4. Sistem Upah Di Indonesia 

5. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan 

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Konsep Upah 

   

Konsep upah adalah elemen integral dalam 

manajemen sumber daya manusia yang mencakup 

pemberian imbalan finansial kepada karyawan sebagai 

imbalan atas kontribusi dan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Upah dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis 

pekerjaan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan kondisi 

pasar tenaga kerja. Menurut Milkovich, Newman, dan Gerhart 

(2016), upah mencakup gaji pokok, insentif, tunjangan, dan 

manfaat lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai 

bagian dari paket kompensasi. Upah juga mencerminkan 

prinsip keadilan dalam organisasi. Robbins dan Judge (2018) 
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menggarisbawahi pentingnya adanya keadilan internal dan 

eksternal dalam penetapan upah. Keadilan internal 

berkaitan dengan keselarasan upah antar karyawan di dalam 

organisasi, sedangkan keadilan eksternal melibatkan 

perbandingan upah dengan pasar tenaga kerja eksternal.  

Pendekatan terhadap upah juga mencakup strategi 

kompensasi yang melibatkan faktor-faktor seperti performa 

karyawan, struktur gaji, dan kebijakan pembayaran. Dessler 

(2017) menyoroti pentingnya sistem penghargaan dan bonus 

yang terkait dengan pencapaian tujuan dan kinerja individu 

atau kelompok. Dalam konteks globalisasi, upah juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tingkat 

inflasi, perbedaan biaya hidup antar negara, dan regulasi 

ketenagakerjaan. Oleh karena itu, manajemen upah perlu 

mempertimbangkan dinamika pasar global untuk 

memastikan upah yang kompetitif dan adil. Upah merupakan 

imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan 

dalam proses memproduksi benda ataupun jasa disuatu 

industri. Secara universal upah merupakan pembayaran yang 

diterima buruh sepanjang dia melaksanakan pekerjaan 

ataupun ditatap melaksanakan pekerjaan. Nurimansyah 

Hasibuan  (1997) berkata: “Upah merupakan seluruh 

berbagai wujud pemasukan  (carning),  yang diterima buruh 

ataupun pegawai ( tenaga kerja)  baik berbentuk duit maupun 

benda dalam jangka waktu tertentu pada sesuatu aktivitas 

ekonomi”. 

 

B. Jenis-Jenis Upah 

       

Jenis-jenis upah mencakup berbagai bentuk 

pembayaran yang dapat diberikan kepada karyawan 

berdasarkan karakteristik pekerjaan, tingkat keterampilan, 

dan struktur organisasi. Salah satu jenis upah yang umum 

adalah gaji pokok, yang merupakan jumlah tetap yang 

dibayarkan kepada karyawan sebagai kompensasi utama 



 

102 | Arniati 

mereka. Menurut Dessler (2017), gaji pokok biasanya 

didasarkan pada posisi pekerjaan, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman karyawan. 

Selain itu, ada juga upah berbasis insentif, yang terkait 

dengan kinerja individu atau kelompok. Bonus kinerja, komisi 

penjualan, dan program bagi hasil merupakan contoh dari 

upah jenis ini. Milkovich, Newman, dan Gerhart (2016) 

menyoroti bahwa insentif dapat memberikan motivasi 

tambahan kepada karyawan untuk mencapai tujuan dan 

meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, terdapat juga upah 

variabel atau fleksibel, yang dapat berubah sesuai dengan 

faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keberhasilan 

organisasi, atau kesepakatan kontrak. Sistem ini mencakup 

upah jam, upah harian, dan upah musiman. Robbins dan 

Judge (2018) menjelaskan bahwa upah variabel 

memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan biaya tenaga 

kerja mereka dengan fluktuasi dalam kebutuhan produksi 

atau layanan. 

Upah jenis lain yang semakin mendapatkan perhatian 

adalah upah berbasis keahlian atau keterampilan. Karyawan 

yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dapat 

menerima kompensasi yang lebih tinggi. Dessler (2017) 

menekankan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan 

motivasi karyawan untuk mengembangkan dan 

memperbarui keterampilan mereka. Jenis- jenis upah dalam 

bermacam kepustakaan “Hukum Ketenagakerjaan Bidang 

Ikatan Kerja bagi Zaeni Asyhadie (2007)”  bisa dikemukakan 

selaku berikut:  

 Upah Nominal, Upah nominal merupakan beberapa duit 

yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja ataupun 

buruh yang berhak selaku imbalan atas pengerahan jasa- 

jasa ataupun pelayanannya cocok dengan ketentuan- 

ketentuan yang ada dalam perjanjian. 
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 Upah Nyata, Upah nyata merupakan duit nyata, yang 

betul-betul wajib diterima oleh seseorang pekerja/buruh 

yang berhak. 

 Upah Hidup, Upah hidup ialah upah yang diterima 

pekerja/buruh relatif lumayan buat membiayai keperluan 

hidupnya secara luas, yang bukan cuma kebutuhan 

pokoknya, melainkan pula kebutuhan sosial keluarganya, 

semacam pembelajaran, asuransi, tamasya, serta lain-

lain. 

 Upah Minimum, Upah minimum merupakan upah 

terendah yang hendak dijadikan standar, oleh pengusaha 

buat menentukan upah yang sesungguhnya dari 

pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. 

 Upah Wajar, Upah normal merupakan upah yang secara 

relatif dinilai lumayan normal oleh pengusaha serta 

pekerja/buruh selaku imbalan atas jasa-jasanya pada 

industri. 

 

C. Cara Pembayaran Upah 

 

Cara pembayaran upah mencakup berbagai metode 

yang digunakan oleh organisasi untuk memberikan 

kompensasi kepada karyawan. Salah satu cara yang umum 

adalah gaji bulanan, di mana karyawan menerima 

pembayaran tetap setiap bulan. Gaji ini biasanya cocok untuk 

pekerjaan dengan tanggung jawab dan tugas rutin. Menurut 

Dessler (2017), gaji bulanan memberikan kepastian dan 

kestabilan finansial kepada karyawan. Selain itu, ada juga 

upah per jam, di mana karyawan dibayar berdasarkan jumlah 

jam kerja yang mereka lakukan. Sistem ini sering digunakan 

untuk pekerjaan berbasis proyek atau yang memerlukan 

fleksibilitas waktu. Robbins dan Judge (2018) menekankan 

bahwa upah per jam dapat memberikan insentif bagi 

karyawan untuk meningkatkan produktivitas. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, transfer 

elektronik dan direct deposit semakin umum digunakan. 

Karyawan dapat menerima pembayaran mereka langsung ke 

rekening bank, mengurangi kebutuhan akan cek fisik atau 

uang tunai. Milkovich, Newman, dan Gerhart (2016) 

mencatat bahwa ini tidak hanya mempermudah proses 

pembayaran tetapi juga mengurangi risiko kehilangan atau 

pencurian gaji. Dalam beberapa kasus, organisasi juga 

menerapkan sistem insentif berbasis kinerja, seperti bonus 

tahunan atau program bagi hasil, di mana karyawan 

mendapatkan tambahan kompensasi berdasarkan 

pencapaian tujuan individu atau kelompok. Hal ini dapat 

meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai kinerja 

tinggi. Dessler (2017) menyoroti pentingnya perencanaan 

yang cermat dalam struktur bonus agar dapat memberikan 

dorongan yang efektif. 

 

D. Sistem Upah Di Indonesia 

 

Sistem upah di Indonesia melibatkan berbagai aspek 

yang diatur oleh perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Sebagian besar perusahaan di Indonesia mengikuti standar 

upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang 

berbeda-beda berdasarkan wilayah geografis. Upah minimum 

diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Pasal 

3 PP tersebut, upah minimum dihitung berdasarkan 

kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, 

sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan 

produktif lainnya.  

Selain upah minimum, upah pekerja juga dapat 

melibatkan komponen lain seperti tunjangan keluarga, 

tunjangan transportasi, dan insentif kinerja. Pengaturan 

mengenai hal ini dapat bervariasi antar perusahaan dan 

sektor industri. Pembayaran upah secara berkala, biasanya 
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bulanan, telah menjadi praktik umum di Indonesia, dan 

metode pembayaran ini sering dilakukan melalui transfer 

bank atau cek gaji. Terkait dengan ketentuan perpajakan, 

upah yang diterima oleh karyawan di Indonesia juga dikenai 

Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. Karyawan dan perusahaan biasanya 

berkomunikasi secara rutin dengan Direktorat Jenderal Pajak 

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

perpajakan. 

 

E. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan 

 

Hubungan ketenagakerjaan melibatkan berbagai pihak 

yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. 

Pihak-pihak utama dalam hubungan ketenagakerjaan 

termasuk pekerja atau karyawan, perusahaan atau 

pengusaha, dan pemerintah.  

Pertama, pekerja atau karyawan adalah elemen kunci 

dalam hubungan ketenagakerjaan. Mereka menyediakan 

tenaga kerja, keterampilan, dan kontribusi yang mendasar 

untuk operasi perusahaan. Pekerja memiliki hak-hak tertentu 

yang dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan, 

termasuk hak untuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, 

dan perlindungan terhadap diskriminasi. 

Kedua, perusahaan atau pengusaha memainkan peran 

penting dalam mengelola hubungan ketenagakerjaan. Tugas 

utama perusahaan meliputi penyediaan pekerjaan yang 

layak, menyusun kebijakan ketenagakerjaan, dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

ketenagakerjaan. Perusahaan juga bertanggung jawab atas 

keamanan dan kesejahteraan karyawan, serta menyediakan 

sarana untuk penyelesaian konflik. 

Ketiga, pemerintah berperan dalam mengatur dan 

mengawasi hubungan ketenagakerjaan melalui kebijakan 

dan peraturan yang ditetapkan. Pemerintah memiliki peran 
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dalam menetapkan standar upah minimum, menjamin hak-

hak pekerja, dan menyediakan kerangka kerja hukum yang 

mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Sumber 

utama peraturan ketenagakerjaan biasanya ditemukan 

dalam undang-undang tenaga kerja dan peraturan 

pemerintah terkait. 

 

            RANGKUMAN 

 

Konsep upah mencakup berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji pokok, insentif, 

dan bonus kinerja adalah elemen-elemen utama dalam 

konsep upah. Gaji pokok, sebagai bagian tetap dari upah, 

merupakan jumlah yang diberikan kepada karyawan sebagai 

kompensasi dasar. Hal ini seringkali didasarkan pada faktor-

faktor seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman kerja. Insentif merupakan komponen yang 

terkait dengan kinerja karyawan. Bonus kinerja, komisi 

penjualan, dan program bagi hasil adalah bentuk-bentuk 

insentif yang dapat memberikan motivasi tambahan kepada 

karyawan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan 

produktivitas. Dalam konteks pembayaran upah, gaji dan 

insentif seringkali dikombinasikan untuk membentuk paket 

kompensasi yang komprehensif. Dessler (2017) menyoroti 

pentingnya desain yang cermat dalam struktur bonus untuk 

memberikan dorongan yang efektif. 

 

                 LATIHAN 

 

Soal-soal ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi atau 

latihan untuk memahami konsep upah dalam konteks 

manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa 

contoh soal latihan tentang konsep upah: 
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1. Jelaskan perbedaan antara gaji pokok dan insentif. 

Berikan contoh situasi di mana penggunaan keduanya 

dapat menjadi strategi kompensasi yang efektif. 

2. Mengapa penting bagi perusahaan untuk merancang 

struktur bonus yang sesuai? Berikan tiga pertimbangan 

utama dalam merancang sistem bonus karyawan. 

3. Apakah keunggulan dan kelemahan dari sistem upah 

berbasis kinerja, seperti bonus kinerja atau komisi 

penjualan? 

4. Bagaimana gaji pokok biasanya ditentukan dalam suatu 

organisasi? Jelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya gaji pokok seorang karyawan. 

5. Apa yang dimaksud dengan "upah variabel" dan 

bagaimana hal itu dapat memberikan fleksibilitas kepada 

perusahaan dalam manajemen biaya tenaga kerja? 

6. Jelaskan bagaimana sistem bonus dapat memengaruhi 

motivasi karyawan. Apakah ada risiko atau tantangan 

yang terkait dengan penggunaan sistem bonus? 

7. Apakah penting untuk memiliki transparansi dalam 

sistem kompensasi perusahaan? Bagaimana 

transparansi dapat memengaruhi persepsi dan kepuasan 

karyawan? 

8. Mengapa perusahaan mungkin mempertimbangkan 

penerapan insentif berbasis keahlian atau keterampilan? 

Berikan dua manfaat yang mungkin diperoleh oleh 

perusahaan dari pendekatan ini. 

9. Jelaskan konsep "upah minimum" dan mengapa 

peraturan mengenai upah minimum sering diperlukan 

dalam suatu negara. 

10. Apakah ada faktor-faktor eksternal yang dapat 

memengaruhi konsep upah, seperti perubahan ekonomi 

atau perkembangan teknologi? Jelaskan bagaimana 

organisasi dapat menanggapi faktor-faktor tersebut. 
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            GLOSARIUM 

 

Glosarium ini dapat membantu memahami istilah-istilah yang 

sering digunakan dalam konteks konsep upah dan 

manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa 

istilah dalam glosarium yang berkaitan dengan konsep upah: 
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1. Gaji Pokok (Base Salary): Jumlah tetap yang dibayarkan 

kepada karyawan sebagai kompensasi dasar tanpa 

mempertimbangkan insentif atau bonus. 

2. Insentif (Incentive): Tambahan kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas 

pencapaian tujuan tertentu atau kinerja yang luar biasa. 

3. Bonus Kinerja (Performance Bonus): Bonus yang 

diberikan kepada karyawan berdasarkan evaluasi 

kinerja mereka, seringkali dalam bentuk persentase 

dari gaji pokok. 

4. Upah Variabel (Variable Pay): Bentuk upah yang dapat 

berubah-ubah dan tidak tetap, seperti bonus atau 

komisi penjualan. 

5. Upah Minimum (Minimum Wage): Tingkat upah 

terendah yang diatur oleh pemerintah dan harus 

dipatuhi oleh perusahaan untuk melindungi pekerja dari 

upah yang tidak mencukupi. 

6. Transparansi Kompensasi (Compensation 

Transparency): Keterbukaan dan kejelasan dalam 

mengkomunikasikan struktur dan jumlah kompensasi 

kepada karyawan. 

7. Tunjangan (Allowance): Komponen tambahan dalam 

paket kompensasi yang tidak termasuk dalam gaji 

pokok, seperti tunjangan transportasi atau tunjangan 

pendidikan. 

8. Upah Variabel Berbasis Keterampilan (Skill-Based Pay): 

Sistem pembayaran di mana karyawan menerima upah 

lebih tinggi berdasarkan tingkat keterampilan atau 

keahlian yang dimiliki. 

9. Direct Deposit: Metode pembayaran upah yang 

melibatkan transfer langsung ke rekening bank 

karyawan tanpa perantara cek fisik atau uang tunai. 

10. Pajak Penghasilan (Income Tax): Pajak yang dikenakan 

pada pendapatan yang diterima karyawan dan harus 
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dilaporkan serta dibayarkan sesuai peraturan 

perpajakan. 

11. Upah Per Jam (Hourly Wage): Sistem pembayaran upah 

di mana karyawan dibayar berdasarkan jumlah jam 

kerja yang dilakukan. 

12. Paket Kompensasi (Compensation Package): 

Kombinasi berbagai elemen dalam upah, termasuk gaji 

pokok, insentif, tunjangan, dan manfaat lainnya. 
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BAB X PERBURUHAN DI INDONESIA 

 

         DESKRIPSI TOPIK 

 

Perburuhan di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks 

dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta peran 

serikat pekerja dan lembaga pemerintah dalam mengelola 

isu-isu ketenagakerjaan. Dalam lingkungan ekonomi yang 

terus berkembang, perburuhan melibatkan perjuangan untuk 

hak-hak pekerja, seperti upah yang adil, kondisi kerja yang 

aman, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Indonesia 

memiliki sejarah panjang gerakan buruh yang memainkan 

peran kunci dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. 

Serikat pekerja, sebagai representasi kolektif pekerja, 

berperan dalam perundingan kontrak kerja dan melibatkan 

diri dalam berbagai tindakan advokasi. Sementara itu, 

pemerintah juga berupaya mengatur dan melindungi pekerja 

melalui regulasi ketenagakerjaan. Meskipun tantangan 

seperti ketidaksetaraan dan ketidakpastian pekerjaan tetap 

ada, perkembangan dalam perburuhan mencerminkan 

evolusi dan upaya terus-menerus dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

BAB X 

PERBURUHAN DI INDONESIA 
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     TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

   -  

Berikut Adalah Tujuan Dari Kegiatan Belajar Yaitu Agar 

Mahasiswa Dapat: 

1. Memahami Hari Buruh Indonesia 

2. Mengidentifikasi Sejarah Hukum Perburuhan 

3. Memahami Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 

4. Memahami Hak dan Perlindungan Pekerja 

5. Memahami Peran dan Fungsi Serikat Pekerja 

6. Memahami Tantangan dan Isu-Isu Dalam Perburuhan  

 

        MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Hari Buruh Indonesia 

2. Sejarah Hukum Perburuhan 

3. Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 

4. Hak dan Perlindungan Pekerja 

5. Peran dan Fungsi Serikat Pekerja 

6. Tantangan dan Isu-Isu Dalam Perburuhan  

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Hari Buruh Indonesia 

 

Hari Buruh, atau yang juga dikenal sebagai Hari Buruh 

Internasional, dirayakan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 

setiap tahunnya. Merupakan hari yang diakui secara 

internasional, Hari Buruh di Indonesia menjadi momen untuk 

menghormati perjuangan dan kontribusi para pekerja dalam 

memperjuangkan hak-hak mereka. Pada tanggal 1 Mei 1886, 

serikat pekerja di Amerika Serikat melakukan aksi mogok 

kerja untuk menuntut hak delapan jam kerja sehari. Aksi ini 

dikenal sebagai Gerakan Haymarket dan menjadi salah satu 
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momen penting dalam sejarah hak-hak pekerja. Sebagai 

penghormatan terhadap peristiwa ini, tanggal 1 Mei 

ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. 

Di Indonesia, perayaan Hari Buruh umumnya diisi 

dengan berbagai kegiatan, termasuk unjuk rasa, konferensi, 

seminar, dan kegiatan solidaritas pekerja. Serikat pekerja 

dan organisasi buruh memanfaatkan kesempatan ini untuk 

menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak pekerja, kondisi 

kerja yang aman, serta upaya meningkatkan kesejahteraan 

dan keadilan bagi seluruh pekerja. Pada tahun 1920 

Indonesia juga mulai memperingati Hari Buruh pada tanggal 

1 Mei. Namun sejak Hari Buruh Orde Baru tidak lagi 

dirayakan di Indonesia, Sejak saat itu, 1 Mei bukan lagi hari 

libur yang memperingati peran buruh. masyarakat dan 

ekonomi. Ini karena gerakan buruh terkait dengan gerakan. 

Komunisme menjadi hal yang tabu di Indonesia sejak 

peristiwa G30S pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan 

Suharto, tindakan memperingati May Day dirahasiakan 

Karena May Day selalu dikaitkan dengan ideologi komunis.  

Implikasi Ini jelas bukan masalahnya. karena sebagian 

besar negara di dunia ini (kebanyakan bahkan mereka yang 

menganut ideologi non-komunis dan menganut prinsip-

prinsip anti-komunis), Mencanangkan 1 Mei sebagai Hari 

Buruh dan menjadikannya sebagai hari libur umum Nasional. 

Tanggal 1 Mei setiap tahun setelah berakhirnya era Orde 

Baru, meskipun bukan merupakan hari libur nasional 

Demonstrasi digelar di berbagai kota dan dimeriahkan 

kembali oleh para pekerja Indonesia. Yang membuat saya 

khawatir adalah gerakan massa buruh dimobilisasi setiap 1 

Mei. Menyebabkan kerusuhan, tetapi tidak pernah terbukti. 

Dari tahun 1999 hingga 2006, tidak ada satu pun aksi 

destruktif dari gerakan buruh massal yang digolongkan 

sebagai "membahayakan ketertiban umum". telah terjadi 

Bahkan tindakan represif aparat keamanan terhadap buruh 

Dipandu oleh paradigma lama yang menganggap perayaan 
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May Day sebagai sesuatu yang mengganggu dan pemimpin 

gerakan komunis. 

 

B. Sejarah Hukum Perburuhan 

 

Perburuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang 

dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Sejak 

zaman prasejarah, perburuan telah menjadi kegiatan penting 

dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, kulit, 

dan material lainnya. Pada masa kerajaan-kerajaan 

Nusantara, perburuan menjadi salah satu kegiatan yang 

diatur oleh kebijakan penguasa. Raja-raja memegang kendali 

atas hutan dan hewan buruan sebagai bagian dari sumber 

daya alam yang berharga. Pada saat itu, perburuan sering kali 

terkait dengan aktivitas keagamaan dan ritual-ritual 

kerajaan. Selama masa kolonial, terutama di bawah 

pemerintahan Belanda, perburuan mengalami transformasi 

signifikan. Penguasa kolonial Belanda memperkenalkan 

aturan dan regulasi untuk mengelola perburuan, termasuk 

pembatasan terhadap perburuan liar.  

Ini berdampak pada tradisi perburuan masyarakat 

pribumi yang lebih mendalam. Seiring berjalannya waktu, 

modernisasi dan urbanisasi membawa perubahan signifikan 

dalam pola hidup masyarakat. Perburuan menjadi semakin 

terkait dengan kegiatan rekreasi dan olahraga, selain masih 

diandalkan sebagai sumber pangan di beberapa daerah 

terpencil. Dalam beberapa dekade terakhir, konservasi hutan 

dan satwa liar menjadi fokus penting di Indonesia. 

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah berupaya 

melindungi spesies-spesies yang terancam punah, dan 

undang-undang ketenagawildagangan diberlakukan untuk 

mengatur dan melarang perburuan liar yang tidak 

berkelanjutan. Namun, tantangan masih ada dalam menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian 

alam. Pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi kunci 
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untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara 

manusia dan lingkungannya. 

 

C. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 

 

Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian integral 

dari sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan 

antara pekerja dan pengusaha. Salah satu undang-undang 

yang mendasari ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai 

aspek terkait dengan hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, 

serta pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan. Salah 

satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan adalah hak-hak dasar pekerja, termasuk 

hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan 

jaminan sosial. Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah imbalan 

dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh 

pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang telah dilakukan. Selain itu, Pasal 77 mengatur tentang 

jam kerja maksimal sebesar 40 jam per minggu dan lembur 

bagi pekerja yang bekerja melebihi batas waktu tersebut. 

Dalam mengutip Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita 

dapat menggunakan format sitasi yang umum digunakan 

dalam penulisan ilmiah. Sebagai contoh, sitasi untuk Pasal 1 

ayat (24) Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dituliskan 

sebagai (UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (24)), 

sedangkan sitasi untuk Pasal 77 dapat dituliskan sebagai 

(UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 77). Dengan adanya regulasi 

ini, diharapkan hubungan antara pekerja dan pengusaha 

dapat berjalan secara adil dan seimbang, melindungi hak-hak 

pekerja sambil tetap memberikan ruang bagi perkembangan 

bisnis dan investasi di Indonesia. Namun, implementasi dan 

pemantauan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang 
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ini tetap menjadi tantangan, memerlukan kerjasama antara 

pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk 

mencapai lingkungan kerja yang lebih baik dan berkeadilan. 

 

D. Hak dan Perlindungan Pekerja 

 

Hak dan perlindungan pekerja merupakan suara dari 

esensi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjadi landasan utama yang mengatur hak-hak dasar 

pekerja serta upaya perlindungan yang harus diberikan oleh 

pengusaha. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menegaskan 

bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan yang adil dan 

setara dalam hubungan kerja, tanpa diskriminasi. Hak ini 

mencakup hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, dan 

hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

Salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja 

adalah hak atas cuti dan istirahat. Pasal 78 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menetapkan bahwa setiap pekerja berhak 

atas cuti tahunan dengan alasan tertentu, seperti keperluan 

keluarga atau kepentingan pribadi. Selain itu, Pasal 88 

memberikan hak pada pekerja untuk beristirahat setiap 

minggu atau hari libur nasional. Dalam konteks perlindungan 

pekerja perempuan, Pasal 82 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menjamin pekerja wanita untuk tidak 

dipekerjakan pada pekerjaan tertentu yang dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka, 

terutama selama masa kehamilan. Hal ini mencerminkan 

komitmen hukum untuk melindungi hak-hak khusus dan 

kondisi kerja yang aman bagi pekerja perempuan.  

Untuk mengutip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 dalam penulisan ilmiah, kita dapat menggunakan 

format sitasi seperti (UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 5) untuk 

merujuk pada hak setara dalam hubungan kerja, atau (UU 

No. 13 Tahun 2003, Pasal 82) untuk merujuk pada 
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perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan. Dengan 

demikian, pemahaman dan penerapan hak serta 

perlindungan pekerja menjadi kunci dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang adil, seimbang, dan memenuhi 

standar kemanusiaan. Perlindungan ini bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah dan pengusaha, tetapi juga 

mendorong peran aktif dari seluruh elemen masyarakat 

dalam mencapai kondisi kerja yang layak dan berkeadilan. 

 

E. Peran dan Fungsi Serikat Pekerja 

 

Serikat pekerja memiliki peran dan fungsi krusial dalam 

konteks hubungan industrial, berfungsi sebagai wakil kolektif 

para pekerja untuk melindungi hak-hak mereka serta 

memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh menjadi kerangka hukum yang 

mengatur pembentukan dan keberadaan serikat pekerja di 

Indonesia, memberikan landasan bagi peran mereka dalam 

mewujudkan keseimbangan di tempat kerja. 

Salah satu peran utama serikat pekerja adalah 

berperan dalam perundingan kolektif dengan pengusaha. 

Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa serikat 

pekerja memiliki fungsi dalam perundingan, persetujuan 

bersama, serta mediasi dan arbitrase. Perundingan kolektif 

menjadi forum di mana serikat pekerja dapat membela 

kepentingan anggotanya terkait upah, jam kerja, dan kondisi 

kerja lainnya. 

Pasal 5 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

juga mengamanatkan serikat pekerja untuk melibatkan diri 

dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan. Dengan demikian, mereka 

bukan hanya bertindak sebagai perwakilan pekerja dalam 

perundingan dengan pengusaha, tetapi juga sebagai 
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pengawal agar hak-hak pekerja terlindungi sesuai dengan 

ketentuan hukum. 

Dalam penulisan ilmiah, sitasi dapat digunakan untuk 

memberikan referensi terhadap landasan hukum tersebut. 

Sebagai contoh, (UU No. 21 Tahun 2000, Pasal 3) dapat 

digunakan untuk merujuk pada fungsi perundingan kolektif 

serikat pekerja, sementara (UU No. 21 Tahun 2000, Pasal 5) 

merinci peran pengawasan serikat pekerja terhadap 

implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan 

peran yang jelas ini, serikat pekerja menjadi agen yang 

memainkan peran kunci dalam mencapai kondisi kerja yang 

adil dan memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan 

pekerja secara keseluruhan. 

 

F. Tantangan Dan Isu-Isu Dalam Perburuhan  

 

Perburuhan di era modern menghadapi berbagai 

tantangan dan isu-isu yang kompleks, memerlukan 

pemikiran yang cermat dan solusi yang terarah untuk 

mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan 

pengusaha. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi 

terhadap perubahan teknologi dan otomatisasi. Revolusi 

industri 4.0 telah mengubah lanskap pekerjaan, 

menciptakan kebutuhan untuk peningkatan keterampilan 

dan kecocokan antara kualifikasi pekerja dengan tuntutan 

pasar kerja. 

Isu ketidaksetaraan upah dan kondisi kerja juga 

menjadi perhatian utama. Meskipun banyak kemajuan dalam 

perlindungan hak pekerja, masih terdapat disparitas upah 

dan kondisi kerja yang adil di berbagai sektor industri. 

Tantangan ini mencakup pula perlunya peningkatan dalam 

memastikan hak-hak pekerja informal dan pekerja migran. 

Selain itu, isu keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan 

pribadi menjadi semakin penting. Dorongan untuk 

produktivitas yang tinggi seringkali berdampak pada 
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peningkatan jam kerja, mengakibatkan stres dan 

ketidakseimbangan kehidupan kerja yang dapat 

berpengaruh pada kesejahteraan pekerja. 

Adapun dalam penulisan ilmiah, sitasi dapat digunakan 

untuk mendukung analisis dan pandangan terkait isu-isu 

tersebut. Sebagai contoh, (Murray, 2018) dapat digunakan 

untuk merujuk pada penelitian tentang dampak otomatisasi 

terhadap pekerjaan, sementara (ILO, 2020) dapat merinci 

isu-isu ketidaksetaraan upah dan kondisi kerja di tingkat 

global. Dalam menghadapi tantangan dan isu-isu ini, 

diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, 

pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara 

keseluruhan. Hanya melalui kerjasama dan inovasi yang 

berkelanjutan, dunia perburuhan dapat merespons dengan 

efektif terhadap dinamika perubahan dalam lingkungan kerja 

kontemporer. 

 

 

                 RANGKUMAN 

 

Perburuhan di Indonesia menemui tantangan yang signifikan 

seiring dengan dinamika perubahan dalam konteks global 

dan domestik. Meskipun telah ada langkah-langkah positif 

dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan kondisi 

kerja yang lebih baik, masih ada beberapa isu krusial yang 

perlu diatasi. Tantangan utama melibatkan penyesuaian 

terhadap revolusi industri dan teknologi yang berkembang 

pesat. Proses otomatisasi dan perubahan lanskap pekerjaan 

menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan 

pekerja agar tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah. 

Disparitas upah dan kondisi kerja yang adil juga merupakan 

isu yang memerlukan perhatian serius. Perlunya peningkatan 

perlindungan terhadap pekerja informal dan migran menjadi 

aspek kunci dalam memastikan bahwa setiap pekerja 

memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar di tempat 
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kerja. Keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi 

juga menjadi fokus penting, mengingat tekanan untuk 

produktivitas tinggi dan jam kerja yang panjang dapat 

berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja. 

Meskipun tantangan tersebut ada, terdapat juga peluang 

untuk perbaikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, 

keterlibatan aktif serikat pekerja, dan kerjasama antara 

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, perburuhan di 

Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih adil, produktif, dan berdaya saing. Sebagai 

langkah maju, perlu ditingkatkan upaya untuk mendukung 

peningkatan keterampilan pekerja, memperkuat 

perlindungan terhadap pekerja informal, dan 

mengembangkan strategi kebijakan yang mempromosikan 

keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan 

pekerja. Hanya melalui pendekatan komprehensif dan 

kolaboratif, perburuhan di Indonesia dapat mengatasi 

tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai 

kondisi kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. 

 

                    LATIHAN 

 

Semoga soal-soal ini dapat menjadi bahan latihan yang 

berguna untuk pemahaman lebih lanjut tentang perburuhan 

di Indonesia. Tentu, berikut ini beberapa contoh soal tentang 

perburuhan di Indonesia: 

1. Apa yang menjadi landasan hukum bagi perburuhan di 

Indonesia? 

2. Sebutkan dua aspek yang diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Jelaskan peran serikat pekerja dalam perundingan 

kolektif. Mengapa perundingan ini penting? 

4. Bagaimana serikat pekerja dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan kondisi kerja pekerja di sektor tertentu? 



 

 Ekonomi Sumber Daya dan Ketenagakerjaan |121 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi pekerja informal di 

Indonesia? 

6. Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi dalam 

menciptakan kondisi yang mendukung keseimbangan 

ini? 

7. Apa saja hak dan perlindungan yang diatur oleh hukum 

Indonesia untuk pekerja migran? 

8. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas 

perlindungan bagi pekerja migran? 

9. Jelaskan hak pekerja terkait cuti tahunan. Mengapa hak 

ini penting dalam hubungan kerja? 

10. Apa yang dimaksud dengan jam kerja maksimal dan apa 

dampaknya bagi pekerja? 
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                 GLOSARIUM 

 

Glosarium ini memberikan pemahaman awal tentang 

beberapa istilah yang sering muncul dalam pembahasan 

perburuhan di Indonesia. Namun, disarankan untuk merinci 

dan menyesuaikan glosarium sesuai dengan kebutuhan 

spesifik dan perkembangan terbaru di bidang perburuhan. 

Berikut adalah beberapa istilah dan kata-kata yang umum 
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digunakan dalam konteks perburuhan di Indonesia beserta 

definisinya: 

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan, Sebuah undang-

undang yang mengatur berbagai aspek hubungan 

ketenagakerjaan di Indonesia, mencakup hak dan 

kewajiban pekerja, pengusaha, dan pemerintah. 

2. Serikat Pekerja, Organisasi yang dibentuk oleh pekerja 

untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka 

dalam hubungan industrial. 

3. Perundingan Kolektif, proses negosiasi antara serikat 

pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan 

bersama terkait dengan kondisi kerja, upah, dan manfaat 

lainnya. 

4. Pekerja Informal, pekerja yang bekerja di sektor informal, 

seringkali tanpa kontrak formal atau perlindungan sosial 

yang memadai. 

5. Keseimbangan Kehidupan Kerja, konsep yang mengacu 

pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung 

keseimbangan antara tanggung jawab pekerja di tempat 

kerja dan kehidupan pribadi mereka. 

6. Pekerja Migran, individu yang berasal dari negara asing 

dan bekerja di negara lain, seringkali untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang khusus. 

7. Revolusi Industri 4.0, perubahan fundamental dalam cara 

produksi dan layanan dilakukan, melibatkan integrasi 

teknologi digital, otomatisasi, dan penggunaan data 

besar. 

8. Jam Kerja Maksimal, batas waktu maksimal yang diatur 

oleh hukum untuk jumlah jam kerja yang dapat dilakukan 

oleh pekerja dalam satu periode tertentu. 

9. Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kesepakatan tertulis 

antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan 

kerja. 
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10. Upah Minimum, jumlah upah yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai standar minimum yang harus 

dibayarkan kepada pekerja. 
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BAB XI PEMBERLAKUAN UMP 

 

              DESKRIPSI TOPIK 

 

Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sebuah 

kebijakan ketenagakerjaan yang menjadi landasan untuk 

menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja di setiap 

provinsi di Indonesia. UMP mencerminkan komitmen 

pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja 

dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang 

setidaknya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

hidup di wilayah tempat mereka bekerja. Pemberlakuan UMP 

melibatkan proses perundingan antara pemerintah, 

perwakilan serikat pekerja, dan pengusaha untuk 

menetapkan besaran upah yang berlaku. Faktor-faktor 

seperti inflasi, biaya hidup, dan pertumbuhan ekonomi 

daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan 

besaran UMP. Meskipun UMP bertujuan untuk memberikan 

keadilan dan perlindungan bagi pekerja, tantangan muncul 

terkait dengan keberlanjutan dan keseimbangan antara 

kebutuhan pekerja dan daya saing perusahaan. Oleh karena 

itu, pemahaman mendalam tentang pemberlakuan UMP 

menjadi krusial dalam merancang kebijakan 

ketenagakerjaan yang mendukung keberlanjutan ekonomi 

dan kesejahteraan pekerja. 

 

 

 

 

BAB XI 

PEMBERLAKUAN UMP 
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      TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 

 

Berikut Adalah Tujuan Dari Kegiatan Belajar Yaitu Agar 

Mahasiswa Dapat: 

1. Memahami Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (Ump) 

Di Indonesia 

2. Mengidentifikasi Mekanisme Penetapan Ump 

3. Memahami Implikasi Upah Minimum Provinsi (Ump) Bagi 

Pekerja Dan Pengusaha Di Indonesia 

4. Memahami Pelaksanaan Upah Minimun Provinsi  

 

         MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di 

Indonesia 

2. Mekanisme Penetapan Ump 

3. Implikasi Upah Minimum Provinsi (Ump) Bagi Pekerja Dan 

Pengusaha Di Indonesia 

4. Pelaksanaan Upah Minimun Provinsi  

 

  URAIAN MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

A. Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di 

Indonesia 

 

Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki 

dampak yang signifikan pada hubungan ketenagakerjaan di 

Indonesia. UMP adalah standar upah minimum yang 

ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk melindungi 

pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima 

kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka. Hal ini juga 

bertujuan untuk mengatasi disparitas ekonomi antarwilayah. 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum untuk 

pemberlakuan UMP. Pasal 88 Ayat (1) menyatakan bahwa 

"Pengusaha wajib membayar upah setidak-tidaknya sebesar 

upah minimum kepada setiap pekerja." Pemberlakuan UMP 

menjadi penting karena menciptakan standar minimum yang 

harus dipatuhi oleh pengusaha, sehingga melindungi pekerja 

dari eksploitasi upah rendah. 

Sumber daya manusia yang menjadi kekuatan kerja di 

Indonesia terdiri dari beragam sektor dan industri. Dengan 

pemberlakuan UMP, diharapkan semua pekerja, tanpa 

memandang jenis pekerjaan atau lokasi kerja, mendapatkan 

upah yang setidaknya memenuhi standar minimum yang 

ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Ini 

sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak pekerja dan 

penciptaan kondisi kerja yang adil. 

Pentingnya UMP 

Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki peran sentral 

dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan menciptakan 

kondisi kerja yang adil di Indonesia. UMP bukan hanya 

sekadar angka nominal, tetapi mencerminkan komitmen 

pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan 

mengatasi disparitas ekonomi. Pentingnya UMP tercermin 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (1), yang 

menetapkan bahwa pengusaha wajib membayar upah 

setidaknya sebesar UMP kepada setiap pekerja. Dengan 

adanya ketentuan ini, UMP bukan hanya menjadi standar, 

tetapi juga instrumen yang memberikan kepastian dan 

keadilan upah bagi pekerja di berbagai sektor.  

UMP juga berperan dalam menjaga kestabilan sosial 

dan ekonomi. Dengan memberikan upah minimum yang 

layak, pekerja memiliki kecenderungan untuk memiliki daya 

beli yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini mendukung pencapaian 
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visi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga 

pemerataan distribusi keuntungan. Pemberlakuan UMP juga 

sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan 

keadilan sosial. Membayar upah yang layak merupakan 

bentuk pengakuan terhadap kontribusi pekerja dalam proses 

produksi dan memberikan mereka hak untuk menjalani 

kehidupan yang bermartabat. 

 

B. Mekanisme Penetapan Ump 

 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia 

melibatkan serangkaian mekanisme yang transparan dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa standar upah tersebut 

mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup 

pekerja di masing-masing provinsi. Mekanisme ini diatur oleh 

pemerintah dan melibatkan berbagai pihak terkait. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjadi landasan hukum untuk penetapan UMP. Pasal 88 

Ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan UMP dilakukan 

oleh gubernur setiap provinsi setelah mempertimbangkan 

pendapat Dewan Pengupahan Provinsi dan melibatkan 

perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. 

Proses penetapan UMP dimulai dengan pengumpulan 

data terkait biaya hidup, inflasi, produktivitas, dan 

pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Dewan 

Pengupahan Provinsi berperan sebagai lembaga konsultatif 

yang memberikan masukan terkait rekomendasi besaran 

UMP berdasarkan analisis data tersebut. Pada tingkat ini, 

serikat pekerja dan pengusaha memiliki kesempatan untuk 

memberikan pandangan dan argumentasi mereka dalam 

proses konsultasi. Ini menciptakan ruang partisipasi dan 

keterlibatan aktif dari stakeholders utama dalam penetapan 

UMP. Sumber daya manusia yang menjadi kekuatan kerja di 

Indonesia terdiri dari beragam sektor dan industri. Dengan 
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pemberlakuan UMP, diharapkan semua pekerja, tanpa 

memandang jenis pekerjaan atau lokasi kerja, mendapatkan 

upah yang setidaknya memenuhi standar minimum yang 

ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Ini 

sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak pekerja dan 

penciptaan kondisi kerja yang adil. 

       

C. Implikasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Bagi Pekerja dan 

Pengusaha di Indonesia 

 

Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 

Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja dan 

pengusaha, membentuk dinamika hubungan industrial dan 

ekonomi. Bagi pekerja, UMP memberikan perlindungan dan 

kepastian upah minimum, sementara bagi pengusaha, UMP 

menetapkan standar biaya tenaga kerja yang harus dipatuhi. 

Implikasi ini menciptakan sejumlah aspek positif dan 

tantangan dalam hubungan ketenagakerjaan. Bagi pekerja, 

penerapan UMP menawarkan kepastian upah minimal yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini memberikan 

jaminan bahwa pekerja menerima kompensasi yang 

setidaknya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dasar. Pada tingkat lebih luas, UMP dapat membantu 

mengurangi disparitas upah dan meningkatkan distribusi 

keuntungan ekonomi secara lebih merata. 

Di sisi lain, bagi pengusaha, penerapan UMP 

menimbulkan tantangan terkait biaya tenaga kerja yang 

meningkat. Terkadang, kenaikan UMP dapat memberikan 

tekanan pada profitabilitas perusahaan, terutama bagi usaha 

kecil dan menengah. Pengusaha mungkin dihadapkan pada 

kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas atau 

menyesuaikan strategi bisnis untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran upah yang lebih tinggi. Sumber daya manusia 

yang menjadi kekuatan kerja di Indonesia terdiri dari 

beragam sektor dan industri. Dengan pemberlakuan UMP, 
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diharapkan semua pekerja, tanpa memandang jenis 

pekerjaan atau lokasi kerja, mendapatkan upah yang 

setidaknya memenuhi standar minimum yang ditetapkan 

oleh pemerintah provinsi masing-masing. Ini sejalan dengan 

semangat perlindungan hak-hak pekerja dan penciptaan 

kondisi kerja yang adil. 

 

D. Pelaksanaan Upah Minimun Provinsi 

 

Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 

Indonesia melibatkan serangkaian proses dan kebijakan 

untuk menentukan dan mengimplementasikan standar upah 

minimum yang berlaku di masing-masing provinsi. UMP 

diarahkan untuk melindungi hak-hak pekerja, menciptakan 

kondisi kerja yang adil, dan memastikan kehidupan yang 

layak bagi seluruh pekerja. Proses penetapan UMP 

melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari 

perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. 

Mereka melakukan kajian menyeluruh terhadap biaya hidup, 

inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di provinsi 

tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dari dewan ini 

menjadi dasar bagi gubernur untuk menetapkan UMP. 

Implementasi UMP mengharuskan pengusaha untuk 

membayar upah pekerja setidaknya sebesar UMP yang telah 

ditetapkan. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 

Ayat (1), yang menyatakan bahwa "pengusaha wajib 

membayar upah setidaknya sebesar upah minimum kepada 

setiap pekerja." Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat 

dikenai sanksi hukum. Penerapan UMP memiliki implikasi 

positif bagi pekerja. Mereka mendapatkan kepastian 

mengenai upah minimum yang harus mereka terima, yang 

membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi 

eksploitasi upah rendah. Bagi pengusaha, implementasi UMP 
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memunculkan tantangan terkait manajemen biaya, namun 

sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas. 

Dalam penulisan ilmiah, sitasi dapat dilakukan dengan 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 

88 Ayat (1) sebagai berikut: (UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 

88 Ayat (1)). Sumber daya tambahan dapat mencakup 

pedoman pelaksanaan UMP dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan penelitian terbaru tentang dampak 

implementasi UMP terhadap pekerja dan pengusaha di 

berbagai sektor. 

 

 

       RANGKUMAN 

 

Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah 

kebijakan pemerintah yang menetapkan tingkat upah 

minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja di suatu 

provinsi. UMP bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja 

dan memastikan bahwa mereka menerima upah yang layak 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Setiap provinsi di 

Indonesia memiliki UMP yang berbeda, disesuaikan dengan 

tingkat biaya hidup dan kebutuhan ekonomi setiap daerah. 

Proses penetapan UMP melibatkan konsultasi dengan para 

pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pekerja dan 

pengusaha. Penerapan UMP diharapkan dapat mengurangi 

ketidaksetaraan upah, meningkatkan kesejahteraan pekerja, 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Namun, tantangan seperti pemantauan pelaksanaan dan 

penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi terus 

menjadi fokus dalam upaya menjaga efektivitas kebijakan ini. 

 

           LATIHAN 

 

Semoga soal-soal ini dapat membantu memahami konsep 

pemberlakuan Upah Minimum Provinsi dan tantangan yang 
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terkait. Berikut adalah beberapa soal latihan terkait dengan 

pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP): 

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan tujuan utama pemberlakuanny! 

12. Sebutkan tahapan atau proses yang biasanya terlibat 

dalam penetapan Upah Minimum Provinsi.! 

13. Apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan 

variabilitas tingkat Upah Minimum Provinsi antar daerah 

di Indonesia? 

14. Jelaskan bagaimana UMP dapat berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga 

mereka! 

15. Identifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi 

dalam pelaksanaan UMP dan saran-saran untuk 

mengatasinya! 

16. Apa perbedaan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)? Berikan contoh 

situasi di mana UMK menjadi relevan? 

17. Jelaskan peran yang dimainkan oleh pemerintah, 

perwakilan pekerja, dan pengusaha dalam proses 

penetapan UMP. 
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       GLOSARIUM 

 

Berikut adalah beberapa istilah yang mungkin relevan dalam 

konteks pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP): 

1. Upah Minimum Provinsi (UMP): Jumlah upah minimum 

yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu provinsi 

sebagai standar pembayaran terendah kepada 

pekerja. 

2. Proses Penetapan UMP: Langkah-langkah dan 

prosedur yang diikuti oleh pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam menetapkan tingkat Upah 

Minimum Provinsi. 

3. Konsultasi Pemangku Kepentingan: Proses 

melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah dalam mendiskusikan dan menetapkan 

besaran Upah Minimum Provinsi. 

4. Dewan Pengupahan: Badan atau lembaga yang 

bertanggung jawab atas proses penetapan UMP, 

biasanya melibatkan perwakilan dari pekerja, 

pengusaha, dan pemerintah. 

5. Variabilitas UMP: Perbedaan tingkat Upah Minimum 

Provinsi antar daerah yang disebabkan oleh faktor-

faktor seperti tingkat biaya hidup dan karakteristik 

ekonomi lokal. 

6. Pengawasan Pelaksanaan UMP: Kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah atau badan terkait untuk 

memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan 

UMP dalam membayar upah kepada pekerja. 
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7. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): Standar upah 

minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

tingkat kabupaten atau kota yang dapat berbeda 

dengan UMP. 

8. Dampak Sosial Ekonomi UMP: Efek dari 

pemberlakuan UMP terhadap aspek-aspek seperti 

tingkat pengangguran, kemiskinan, dan 

kesejahteraan pekerja. 

9. Negosiasi Upah: Proses perundingan antara 

perwakilan pekerja dan pengusaha untuk mencapai 

kesepakatan mengenai tingkat upah di atas UMP. 

10. Index Pembangunan Manusia (IPM): Indeks yang 

mengukur tingkat pembangunan manusia suatu 

daerah, yang dapat dipengaruhi oleh tingkat Upah 

Minimum Provinsi. 

 

 


